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ABSTRAK 
Ignasius Priyono, E131 10 271, dengan judul skripsi “Analisis Peluang dan 
Tantangan Indonesia dalam Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Udara 
pada Flight Information Region (FIR) Singapura di Atas Kepulauan Riau” di 
bawah bimbingan Prof. Dr. Jonathan Salusu, MA selaku pembimbing I dan 
Drs. Aspiannor Masrie selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 
Makassar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi 
oleh pemerintah Indonesia dalam proses pengambilalihan Flight Information 
Region (FIR) di wilayah udara Kepulauan Riau dari pemerintah Indonesia. Selain 
itu, penerlitian ini juga berguna untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia untuk mengambilalih sektor pelayanan navigasi 
penerbangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif analitik. Data diperoleh melalui telaah pustaka dan studi 
literatur berupa buku, jurnal, dokumen, dan berbagai sumber literatur lainnya. 
Seluruh data dianalisis secara kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peluang dan tantangan 
Indonesia dalam upaya pengambilalihan sektor pelayanan navigasi udara di atas 
Kepulauan Riau dari Singapura. Peluang tersebut menyangkut faktor kedaulatan 
negara Indonesia, faktor lemahnya pihak Singapura di hadapan hukum 
internasional, dan faktor teknologi Indonesia yang sudah memenuhi standar 
internasional. Sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah 
kepentingan naional Malaysia dan kepentingan nasional Singapura di kawasan 
tersebut, posisi strategis Singapura di dalam keanggotaan ICAO, dan kurangnya 
tenaga ahli sebagai ATS/ATC Indonesia. Untuk itu, strategi yang dilakukan 
pemerintah Indonesia adalah dengan meninjau kembali perjanjian bilateral 
terhadap Malaysia dan Singapura menyangkut perbatasan, aktif di forum-forum 
ICAO dan meningkatkan keahlian tenaga ATS/ATC Indonesia.  
 
Kata Kunci: Indonesia, Singapura, Malaysia, Flight Information region, 
ATS/ATC, ICAO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Ignatius Priyono, E131 10 271, with the title of the thesis "Analysis of 
Opportunities and Challenges of Indonesia in the Air Navigation Services 
Takeover Attempts at Flight Information Region (FIR) Singapore Above Riau 
Islands" under the guidance of Prof. Dr. Jonathan Salusu, MA as a first 
supervisor and Drs. Aspiannor Masrie as a second supervisor, Department of 
International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of 
Hasanuddin, Makassar. 
 
This study aims to determine the opportunities and challenges faced by the 
Indonesian government in the process of takeover Flight Information Region 
(FIR) in the airspace of the Riau Islands of the Singapore government. In addition, 
this research also useful to know the strategy undertaken by the Indonesian 
government to take the flight navigation services sector. The research method 
used is descriptive analytic method. Data obtained through literature review and 
study of literature in the form of books, journals, documents, and various other 
literature sources. All data were analyzed qualitatively. 
 
These results indicate that there are several opportunities and challenges of 
Indonesia in a bid to takeover the air navigation services sector over the Riau 
Islands of Singapore. These opportunities involve Indonesia sovereignty factors, 
the Singapore weakness in international law factor, and Indonesia technological 
factors that already meet international standards. While the challenges faced by 
Indonesia is Malaysia’s and Singapore's national interests in the region, 
Singapore's strategic position within the ICAO membership and lack of experts as 
Indonesia ATS / ATC. To that end, a strategy by the Indonesian government is to 
review the bilateral agreements against Malaysia and Singapore concerning the 
border, active in forums ICAO and improve the skills of the Indonesia ATS / 
ATC. 
  
Keywords: Indonesia, Singapore, Malaysia, Flight Information region, ATS / 
ATC, ICAO. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kedaulatan suatu negara tidak hanya terletak pada wilayah daratan atau 
wilayah lautannya saja, melainkan juga terletak pada wilayah udara. Wilayah 
udara merupakan wilayah yang sangat strategis karena merupakan wilayah yang 
dapat mencakup daratan dan lautan. Maksudnya adalah wilayah udara merupakan 
cover terhadap wilayah daratan dan lautan. Wilayah udara juga merupakan tempat 
kontrol ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta sosial budaya. 
Kedaulatan darat, udara dan lautan membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan. 
Oleh karena itu, kedaulatan sebuah negara atas wilayah udara merupakan hal yang 
sangat penting.  
Kedaulatan atas wilayah udara adalah otoritas penuh yang dikuasai oleh 
suatu negara sehingga apapun yang terjadi dalam wilayah udara tersebut 
merupakan tanggungjawab negara tersebut. Hukum yang berlaku di wilayah 
tesebut adalah hukum negara yang bersangkutan. Itu artinya tidak boleh ada 
campurtangan pihak asing yang tanpa izin resmi dari negara yang memiliki 
kedaulatan di wilayah udara tersebut. 
Sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1945, otomatis 
pada saat itu seluruh wilayah kedaulatan baik darat, laut maupun udara merupakan 
hak Indonesia. Namun, karena pada waktu itu masih awal kemerdekaan dan 
pemerintah Indonesia masih fokus pada pencarian pengakuan kedaulatan oleh 
negara lain atas proklamasi kemerdekaan Indonesia serta pembentukan sistem 
pemerintahan yang ideal, maka wilayah kedaulatan udara Indonesia belum 
mendapat prioritas. 
Banyak pesawat asing pada waktu itu yang melintasi wilayah udara 
Indonesia tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan 
daerah Indonesia sangat rentan terhadap aksi spionase dan penyerangan dari pihak 
Belanda yang tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Kelemahan 
pengawasan wilayah udara ini merupakan dampak dari kurangnya sumberdaya 
manusia Indonesia yang paham mengenai kedirgantaraan, serta teknologi radar 
yang belum ter-upgrade.  
Pada tahun 1946, otoritas Singapura menerima mandat dari International 
Civil Aviation Organization (ICAO) untuk mengelola Flight Information Region 
(FIR) di atas Kepulauan Riau dan Natuna. Flight Information Region (FIR) 
sendiri merupakan: 
Suatu ruang udara yang ditetapkan dimensinya dan di dalamnya terdapat 
Flight Information Service dan Alerting Service. Flight Information Service 
adalah pelayanan yang dibentuk dan dipersiapkan untuk memberikan saran 
dan informasi secara penuh untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan. 
Alerting Service adalah pelayanan yang diberikan kepada organisasi yang 
berkaitan dengan pesawat terbang/penerbangan yang membutuhkan 
pertolongan dan membantu organisasi yang membutuhkan bantuan 
pencarian dan pertolongan.1 
 
Dasar hukum FIR terdapat pada pasal 28 Konvensi Chicago 1944 
(Convention on International Civil Aviation) tentang Fasilitas Navigasi Udara dan 
Sistem Standar mengatakan: 
Each contracting State undertakes, so far as it may find practicable, to: (a) 
Provide, in its territory, airports, radio services, meteorological services 
                                                          
1 Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia. Flight Information Region. Makalah 
Kongres Kedirgantaraan Nasional II.  Jakarta  2003.  termuat dalam Amrizal Mansur, M.ST 
(Han). 
and other air navigation facilities to facilitate international air navigation, 
in accordance with the standards and practices recommended or 
established from time to time, pursuant to this Convention; (b) Adopt and 
put into operation the appropriate standard systems of communications 
procedure, codes, markings, signals, lighting and other operational 
practices and rules which may be recommended or established from time to 
time, pursuant to this Convention; (c) Collaborate in international measures 
to secure the publication of aeronautical maps and charts in accordance 
with standards which may be recommended or established from time to 
time, pursuant to this Convention.2 
 
Pada pasal tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa setiap negara yang 
meratifikasi perjanjian ini wajib mengembangkan bandara, pelayanan komunikasi 
radio, pusat informasi meteorologi, dan fasilitas navigasi lainnya untuk 
memfasilitasi penerbangan internasional di wilayah teritorialnya. Negara-negara 
peserta konvensi Chicago juga wajib mengadopsi tanda-tanda komunikasi 
penerbangan internasional seperti kode, tanda, sinyal, pencahayaan dan praktek-
praktek operasional dan menggunakannya sebagai standar operasi 
penerbangannya. 
Untuk sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia belum memiliki alat 
dan prosedur standar penerbangan yang baku. Menurut konvensi Chicago 
tersebut, Indonesia belum siap mengelola FIR-nya sendiri sehingga kemungkinan 
besar pengelolaan pelayanan navigasi penerbangan di atas Kepulauan Riau dan 
Natuna akan diserahkan kepada negara tetangga yang sudah memiliki teknologi 
mutakhir. Negara tetangga terdekat Indonesia yang memenuhi syarat konvensi 
Chicago adalah Singapura. 
Sebenarnya Indonesia diundang dalam pertemuan dengan ICAO tersebut, 
namun Indonesia yang baru saja merdeka tidak mengirimkan utusannya. Oleh 
                                                          
2 Convention on International Civil Aviation, ditandatangani di Chicago pada 7 Desember 1944. 
karena itu otoritas Singapura yang pada waktu itu belum merdeka dari Inggris 
diberikan mandat untuk mengelola wilayah tersebut. Langkah yang diambil 
otoritas Singapura tersebut adalah untuk semata-mata mengamankan wilayah 
mereka sendiri. Teknologi radar Singapura juga sudah terbilang mutakhir, 
sehingga ICAO menyerahkan mandat tersebut kepada Singapura.  
Kepulauan Riau dan Natuna merupakan gugusan Kepulauan yang terdapat 
di Laut Tiongkok Selatan. Kepulauan Riau dan Natuna masuk dalam wilayah 
administratif Provinsi Riau dan merupakan salah satu gugusan Kepulauan terluar 
dari Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan di 
sebelah Utara, sebelah barat berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, sebelah 
timur berbatasan dengan Malaysia dan sebelah selatan berbatasan dengan 
Kepulauan Riau. Potensi Kepulauan Riau dan Natuna adalah sumber daya 
migasnya dan sumber daya perikanannya yang melimpah. 
Pemerintah Indonesia pada waktu itu masih menganggap perairan 
Kepulauan Natuna sebagai zona laut internasional sehingga pemerintah tidak 
menganggap serius permasalahan ini. Instrumen-instrumen internasional yang 
mengatur batas-batas kedaulatan laut dan udara sebuah negara pada waktu itu juga 
belum lengkap sehingga sering terjadi tumpang tindih wilayah pengawasan udara. 
Satu-satunya perjanjian internasional tentang penerbangan sipil internasional saat 
itu adalah Konvensi Chicago tahun 1944 yang menjadi dasar hukum penerbangan 
internasional. 
Konvensi Chicago tahun 1944 mengutip Konvensi Paris tahun 1919 tentang 
Regulasi Navigasi Udara dalam bab I, ayat 1 mengatakan: “The contracting states 
recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over the 
airspace above its territory.”3 Itu berarti setiap negara yang meratifikasi konvensi 
ini mengakui bahwa setiap negara memiliki hak penuh dan eksklusif atas wilayah 
udara yang berada di atas wilayah teritorialnya.  
Konvensi ini melegitimasi dua hal. Pertama, setiap negara berhak mengelola 
dan mengendalikan secara penuh dan utuh wilayah udaranya demi kepentingan 
nasionalnya, baik itu ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta sosial 
budaya. Kedua, tidak satupun kegiatan di wilayah udara suatu negara dibenarkan 
tanpa izin dari negara tersebut sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional 
baik itu secara bilateral maupun secara multilateral. 
United Nations Convention On Law Of The Sea pada tahun 1982 
(diberlakukan pada 16 November 1994) melegitimasi aturan yang menguntungkan 
negara-negara Kepulauan. UNCLOS menetapkan batas teritorial suatu negara 
Kepulauan 12 mil laut jauhnya dari pulau-pulau terluarnya diukur pada saat air 
surut. Indonesia sebagai sebuah negara Kepulauan sesuai dengan UNCLOS 
mendapat perluasan wilayah termasuk perairan Kepulauan Natuna yang pada 
awalnya merupakan perairan internasional. Hasil ketetapan UNCLOS tersebut 
merupakan angin segar bagi Indonesia, sebab wilayah Kepulauan Natuna 
memiliki potensi sumber daya alam yang besar.  
Namun, kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Riau dan Natuna belum 
lengkap karena wilayah udara dalam hal ini FIR di atas Kepulauan Natuna masih 
dikuasai Singapura. Kehadiran negara tetangga di wilayah udara Indonesia ini 
                                                          
3
 Ibid. 
bermakna bahwa Indonesia belum sepenuhnya berdaulat atas wilayahnya. 
Meskipun Indonesia berdaulat atas daratan dan lautan di sekitar Kepulauan Riau 
dan Natuna, namun Indonesia masih harus mematuhi negara tersebut di wilayah 
udaranya sendiri.  
Keadaan ini berimplikasi pada aktivitas penerbangan Indonesia yang berada 
di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna. Setiap aktivitas udara di wilayah Riau dan 
Natuna harus diketahui oleh Singapura, baik itu penerbangan sipil maupun 
penerbangan militer. Meskipun perjanjian tentang Military Training Area (MAT) 
di perairan Natuna telah berakhir pada tahun 2001, tidak dapat dinafikan aktivitas 
penerbangan militer Singapura dan Malaysia di atas wilayah udara Kepulauan 
Riau dan Natuna masih terjadi. Hal ini sangat rentan menjadi aksi spionase oleh 
kedua negara tersebut dan merugikan pihak Indonesia. 
Selain kerentanan terhadap pelanggaran kedaulatan dan aksi-aksi spionase, 
Indonesia juga dirugikan secara ekonomi akibat penguasaan FIR di atas 
Kepulauan Natuna oleh Singapura. Dalam Agreement between the Government of 
the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on 
the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information 
Region and the Jakarta Flight Information Region, Indonesia mendelegasikan 
pengelolaan navigasi di wilayah udara Riau dan Natuna kepada Singapura. 
Sementara RANS Charges  dipungut oleh pemerintah Singapura atas nama 
pemerintah Indonesia dan dibayarkan kepada PT. Angkasa Pura II. 
Setiap pesawat yang melewati FIR Singapura (wilayah udara Natuna) wajib 
membayar biaya layanan navigasi/Regional Aviation Navigation Charges atau 
RAN Charges. Biaya tersebut dihitung berdasarkan jenis dan bobott pesawat yang 
melintasi daerah FIR tersebut. Sementara FIR Singapura di atas kepulauan 
Natuna, merupakan jalur penerbangan Internasional, bukan hanya pesawat 
penumpang tetapi juga pesawat kargo yang bobotnya mencapai ratusan ton.  
Pada Tahun 1973, ICAO mengadakan Regional Aviation Navigation (RAN-
Meeting) di kawasan Asia Pasifik yang diadakan setiap sepuluh tahun sekali dan 
diikuti pertama kalinya oleh Indonesia sejak menjadi anggota ICAO tahun 1950. 
Dalam pertemuan tersebut Singapura mengajukan usul untuk tetap mengelola 
pelayanan navigasi penerbangan di atas Kepulauan Natuna. Usulan tersebut 
kemudian diterima oleh Indonesia dan ICAO dengan alasan lagi-lagi Indonesia 
dari segi teknologi dan sumberdaya manusia belum layak mengelola FIR 
tersebut.4 
Pemerintah Indonesia terus melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah 
FIR ini termasuk dengan membawa kembali masalah ini ke RAN-Meeting di 
Bangkok pada bulan Mei 1993. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan harapan 
Indonesia. Tidak seperti kasus FIR Vietnam yang selesai pada pertemuan tersebut, 
persoalan ini kemudian diserahkan oleh RAN-Meeting kepada kedua negara untuk 
diselesaikan secara bilateral dan melaporkan hasilnya pada ICAO.  
Mengingat Indonesia telah mengundangkan FIR yang tertera dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan maka 
Indonesia harus segera menetapkan langkah strategis untuk menyelesaikan 
masalah ini. Sebab, pasal 458 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 
                                                          
4http://www.kemendagri.go.id/news/2007/06/27/ri-mampu-kendalikan-ruang-udara-di-atas-natuna, 
diakses pada tanggal 25 November 2014, pukul 17.22 WITA. 
2009 tentang Penerbangan mengisyaratkan batas waktu pengambil alihan 
pelayanan navigasi penerbangan pada FIR Singapura di atas Kepulauan Riau dan 
Natuna hingga 15 tahun terhitung sejak disahkannya UU RI tersebut. Itu berarti 
Indonesia masih memiliki waktu hingga tahun 2024 untuk memaksimalkan 
usahanya merebut FIR Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna. 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut, penulis membatasi penelitian ini pada peluang 
dan tantangan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa pelayanan navigasi 
penerbangan pada FIR Singapura di wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna. 
Sengketa ini melibatkan dua Negara yaitu Singapura dan Indonesia. Selain itu 
penulis juga membatasi waktu penelitian dari tahun 2009 hingga tahun 2014 di 
mana rentang waktu tersebut beberapa kejadian penting tentang penerbangan dan 
FIR Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna terjadi. Seperti misalnya 
banyaknya pelanggaran wilayah kedaulatan yang terjadi pada rentang waktu 
tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia mengeluarkan UU RI tentang 
penerbangan dan pendaftaran titik-titik koordinat pulau-pulau terluar Indonesia di 
PBB. 
Adapun rumusan  masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah: 
1. Apa peluang dan tantangan Indonesia dalam upaya pengambilalihan 
wilayah pelayanan navigasi penerbangan pada FIR Singapura di atas 
Kepulauan Riau?  
2. Bagaimana strategi Indonesia untuk mengambilalih wilayah pelayanan 
navigasi penerbangan pada FIR Singapura di atas Kepulauan Riau?  
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Indonesia dalam upaya 
pengambilalihan wilayah pelayanan navigasi penerbangan pada FIR 
Singapura di atas Kepulauan Riau. 
2. Untuk mengetahui strategi Indonesia dalam rangka pengambilalihan 
wilayah pelayanan navigasi penerbangan pada FIR Singapura di atas 
Kepulauan Riau.  
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Pada bidang akademik, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan 
bahan kajian tentang kedaulatan dan hukum internasional dalam studi 
Hubungan Internasional dan studi-studi lain yang menyangkut bidang 
pertahanan dan keamanan khususnya bidang pertahanan dan keamanan 
udara. 
2. Pada bidang praksis, penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan 
pemerintah atau penentu kebijakan lainnya dalam menyusun langkah-
langkah strategis terkait sengketa pelayanan navigasi penerbangan pada 
FIR Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna. 
D. Kerangka Konseptual 
Kasus Flight Information Region Singapura di atas Kepulauan Riau dan 
Natuna ini sudah sangat lama dan berlarut-larut. Kasus ini melibatkan pemerintah 
Indonesia dan pemerintah Singapura di mana masing-masing negara memiliki 
kepentingan nasional tehadap wilayah FIR tersebut. Pemerintah Indonesia merasa 
bahwa wilayah FIR Singapura yang berada di Kepulauan Natuna sudah saatnya 
dikelola oleh Indonesia demi kepentingan kedaulatan negara. Namun, Singapura 
yang mendapat dukungan dari Malaysia tetap berkeras untuk mengelola FIR 
tersebut dengan alasan teknologi Indonesia belum memadai untuk mengelola 
pelayanan navigasi penerbangan pada FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna 
tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep 
kedaulatan untuk menganalisis aspek-aspek kedaulatan apa saja yang dituntut oleh 
Indonesia dalam kasus ini. Selain itu, untuk menganalisis aturan-aturan 
internasional menyangkut kasus FIR ini dan bagaimana masing-masing negara 
menjalankannya, penulis menggunakan konsep Hukum Internasional. 
Kedaulatan merupakan harga mati bagi sebuah negara. Kedaulatan bukan 
hanya sebatas wilayah teritori tetapi juga adanya otoritas dan hukum yang berlaku 
secara ekslusif di suatu wilayah tanpa campurtangan pihak luar. Jika terdapat 
campurtangan pemerintah asing dalam sebuah negara, dapat dipastikan negara 
tersebut tidak berdaulat secara penuh. 
Kata kedaulatan sendiri berasal dari kata souvereignty (Inggris), 
souverainete (Perancis) atau sovranus (Italia). Kata-kata tersebut berasal dari kata 
bahasa Latin superanus yang berarti “yang tertinggi”.5 Selama kekaisaran 
Romawi Kuno, kata superanus sangat jarang digunakan dalam konteks politik. 
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Untuk itu, digunakan kata yang memiliki arti sepadan dengan superanus, yaitu 
summa potestas yang berarti wewenang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik.6 
Ada tiga filsuf besar yang menaruh perhatian pada masalah kedaulatan, 
yaitu Jean Bodin, Thomas Hobbes dan John Austin. Ketiga filsuf ini masih 
menitikberatkan kedaulatan pada internal negara, yaitu ciri negara itu sendiri. 
Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah yang membedakan negara dari 
perkumpulan politik lainnya. Bagi Bodin kedaulatan itu termanifestasikan dalam 
diri raja, di mana tidak ada lagi kekuasaan yang melebihi kuasa raja itu sendiri. 
Raja tidak pernah bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya terhdap 
rakyatnya, sehingga kedaulatan mutlak ada di tangan raja. 
Sebagai seorang realis klasik, Thomas Hobbes juga menerima tradisi filsafat 
Bodin dan melanjutkannya. Hobbes yang terkenal dengan “security dilemma”-nya 
menyatakan bahwa manusia-manusia yang hidup dalam kondisi alamiahnya akan 
menyerahkan kebebasan alamiahnya kepada seseorang atau sekelompok orang. 
Konteks yang berlaku pada saat itu adalah kerajaan, sehingga Hobbes 
menitikberatkan penyerahan kebebasan alamiah tersebut pada raja.  
Tradisi pemikiran ini kemudian dilanjutkan oleh John Austin, seorang filsuf 
yang berasal dari Inggris. Kedaulatan bagi Austin adalah adanya hukum tertinggi. 
Hukum tertinggi tersebut ada karena ada yang merumuskannya atau 
menciptakannya. Hukum tertinggi adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat, 
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yaitu raja. Otomatis, pembuat hukum tersebut berdaulat atas hukum yang 
diciptakannya sendiri.7 
Konsep kedaulatan klasik yang dipaparkan ketiga filsuf tersebut memiliki 
ciri yang sama. Ketiganya menekankan raja sebagai representasi dari kedaulatan 
negara, dan juga kadaulatan itu sifatnya kedalam. Selain itu kedaulatan memiliki 
sifat langgeng (permanence), tidak dapat dipisah-pisahkan (indivisible), 
kekuasaan tertinggi (supreme), dan tidak terbatas atau lengkap (complete).8 
Langgeng yang dimaksudkan adalah kedaulatan itu berlangsung selamanya 
hingga negara tersebut hancur. Kedaulatan negara muncul bersamaan dengan 
lahirnya negara tersebut dan hilang seiring hancurnya negara tersebut. Kedaulatan 
juga tidak dapat dibagi-bagi yang berarti kedaulatan dalam sebuah negara itu 
adalah satu dan bulat. Tidak ada lebih dari satu sumber kedaulatan dalam sebuah 
negara. Kedaulatan juga merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, 
tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dibandingkan kedaulatan itu sendiri. 
Menyangkut sifat yang terkahir, yaitu tidak terbatas berarti tidak ada lagi yang 
membatasi kedaulatan tersebut, jika ada yang membatasi kedaulatan berarti 
mengakui adanya kedaulatan yang lebih tinggi.  
Tidak ada otoritas lebih tinggi di luar negara. Negara-negara di dunia ini 
bergerak atas dasar kepentingan nasional masing-masing yaitu: memberi rasa 
aman bagi warganya dan menjaga keberlangsungan hidup warganya. Suatu negara 
tidak akan tunduk terhdap negara lainnya, sehingga kedaulatan eksternal sifatnya 
sangat konfliktual. Negara tidak akan dengan mudah memberikan kebebasannya 
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kepada otoritas lainnya. Kedaulatan sebuah negara dibatasi oleh kedaulatan 
negara lainnya. 
Konsep kedaulatan semacam ini sudah ada sejak akhir perang tiga puluh 
tahun antara  pada tahun 1628. Konsep ini lebih dikenal sebagai “kedaulatan 
Westphalia”, di mana kedaulatan sebuah negara diukur dan ditentukan oleh batas-
batas teritorinya. Negara pasca Westphalia memiliki ciri-ciri jelasnya batas-batas 
negara berupa batas darat maupun batas perairan yang jelas dan memiliki prinsip 
tidak dapat diganggu gugatnya batas-batas tersebut. 
Konsep kedaulatan pasca Westphalia memang diterima secara meluas di 
Eropa bahkan di dunia hingga saat ini. Namun, konsep tersebut tidak dapat 
dipaksakan ke seluruh dunia. Cita-cita non intervensi Westphalia banyak 
dilanggar sebab terkadang ditemui kasus negara-negara saling campurtangan 
dalam urusan dalam negri masing-masing. Sebagaimana Daniel Deudney katakan, 
“meskipun sistem otoritas dan kekuasaan Westphalia itu dominan dalam politik 
dunia modern, ia tidak universal”.9 
Terjadi banyak perubahan dan penambahan makna terhadap kedaulatan 
hingga abad ini. Mulai dari Weber yang menambahkan makna kedaulatan menjadi 
lebih cenderung kepada pemaksaan dan kemampuan untuk menggali sumber daya 
sampai kepada ide Rousseau bahwa negara yang berdaulat harus merupakan 
perwujudan dari kehendak rakyat.  
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Poin pentingnya adalah bahwa negara yang berdaulat mampu menerapkan 
kontrol teritorial yang efektif dan sesuai dengan bentuk legitimasi rakyat.10 
Kontrol teritorial yang efektif maksudnya adalah seluruh wilayah teritori sebuah 
negara dikontol dan dimanfaatkan oleh negara tersebut tanpa sedikitpun 
kompromi terhadap campurtangan negara lain. Kontrol tersebut mencakup kontrol 
terhadap seluruh potensi yang terdapat dalam teritori tersebut. 
Kasus sengketa pelayanan navigasi penerbangan pada FIR Singapura di atas 
Kepulauan Riau dan Natuna ini memberikan kita contoh bahwa cita-cita konsep 
kedaulatan negara Westphalia belum tercapai. Adanya campurtangan negara lain 
dalam wilayah udara Indonesia menunjukkan tidak efektifnya kontrol Indonesia 
terhadap teritorinya. Indonesia masih mengandalkan perjanjian-perjanjian dan 
hukum internasional untuk menyelesaikan permasalahan ini.  
Hukum Internasional lahir dari tradisi filsafat kaum Liberal seperti John 
Locke, Jeremy Bentham dan Immanuel Kant. Mereka berpendapat bahwa negara, 
seperti halnya manusia, memiliki banyak kepentingan. Namun, mereka juga 
percaya adanya sifat kooperatif di antara negara yang menyebabkan kerjasama 
yang menguntungkan banyak pihak. Untuk melandasi hubungan kerjasama 
tersebut, maka diperlukan instrumen yaitu hukum internasional untuk mengatur 
hubungan kerjasama tersebut. 
Istilah Hukum Internasional pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris 
abad 18 yaitu Jeremy Bentham. Dia melanjutkan tradisi pemikiran John Locke 
yang terkenal dengan teori kontrak sosialnya. Bentham percaya bahwa hukum 
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internasional ada dalam kepentingan rasional negara-negara konstitusional untuk 
meyakini hukum internasional dalam kebijakan luar negrinya.11 Negara-negara 
konstitusional akan saling menghormati sebab mereka percaya adanya hukum 
internasional yang berlaku di dalam politik internasional.  
Jejak-jejak konsep tentang hukum internasional dapat kita peroleh juga pada 
salah seorang pemikir realis, yaitu Thomas Hobbes. Dia berpendapat bahwa 
negara-negara dapat mengadakan perjanjian-perjanjian untuk melandasi hubungan 
mereka. Hukum Internasional dapat menenangkan politik internasional dengan 
menyediakan kerangka persetujuan dan aturan yang menguntungkan tiap negara.12 
Namun hukum tersebut hanya akan dipatuhi jika pembuat hukum tersebut adalah 
negara-negara yang berdaulat dan hukum tersebut harus mengakomodasi masalah 
kepentingan keamanan dan kelangsungan hidup negara.  
Mochtar Kusumaatmaja membagi dua pengertian hukum internasional 
menjadi hukum internasional publik dan hukum internasional yang privat. 
Menurutnya hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan 
asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-
batas negara yang bukan bersidat perdata.13 Sementara, lebih lanjut Mochtar 
menambahkan bahwa hukum internasional privat adalah keseluruhan kaidah-
kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi 
batas-batas negara.14 
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Dari pengertian tersebut, nampak bahwa Mochtar Kusumaatmaja 
berpendapat hubungan yang terjadi bukan hanya hubungan antar negara namun 
juga hubungan antar subjek-subjek lain di luar negara. Sebab jika hukum 
internasional dimaknai sebagai hukum antar negara, maka makna tersebut tidak 
sesuai lagi dengan keadaan sekarang, di mana hubungan internasional terjadi 
bahkan hingga level individu.  
Namun menurut John O’Brien, hukum internasional adalah sistem hukum 
yang terutama berkaitan dengan hubungan antar-negara.15 Meskipun O’Brien 
mengakui peran aktor non-negara dalam hubungan internasional, namun peran 
utama masih dimainkan oleh negara. Hubungan lain hanyalah derivasi dari 
hubungan yang terjadi antarnegara.  
Terlepas dari perdebatan tersebut, sifat hukum internasional adalah 
koordinatif bukannya sub-ordinatif. Hukum internasional diciptakan atas dasar 
kesetaraan masing-masing negara dalam politik internasional. Lain halnya dengan 
hukum domestik yang harus dipatuhi oleh warganegara, hukum internasional 
sifatnya tidak membawahi negara-negara melainkan merangkul dan menghimbau 
untuk berkooperatif demi mencapai kepentingan bersama.  
Hukum internasional tidak memiliki lembaga supranasional yang mampu 
memaksa sebuah negara untuk meratifikasi atau bahkan mematuhi hukum 
internasional. Amerika Serikat tidak mengakui hak negara pantai untuk 
menentukan FIR nya sendiri sehingga pesawat militer Amerika Serikat yang 
bermaksud untuk melewati wilayah udara sebuah negara tidak perlu 
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mengidentifikasikan dirinya kepda ATC negara tersebut kecuali terdapat 
perjanjian antar kedua negara tersebut. Demikian pula dengan Australia yang 
tidak perlu merasa mengidentifikasikan pesawatnya jika terbang di wilayah udara 
Kepulauan Christmas yang FIR nya dikelola Indonesia.16 Dua kasus tersebut 
memnyatakan bahwa tidak ada lembaga yang mampu memaksa sebuah negara 
mematuhi hukum internasional. Oleh karena itu hukum internasional oleh 
sebagian ahli, hanya dilihat sebagai norma moral saja, bukan sebagai hukum 
positif atau hukum sesungguhnya.  
Perdebatan mengenai ruang udara memang sudah berlangsung sejak lama. 
Sejak ditemukannya teknologi penerbangan, manusia sudah memikirkan bahwa 
otoritas di udara itu milik siapa. Apakah milik daerah yang berada di bawahnya, 
ataukah dimiliki secara umum dan bebas dimanfaatkan oleh siapa saja? 
Oleh karena itu, muncul dua macam teori mengenai ruang udara. Teori 
pertama yaitu Airspace Freedom. Teori ini beranggapan bahwa wilayah udara 
merupakan daerah bebas atau daerah internasional, di mana tidak ada negara yang 
berhak berkuasa di  dalamnya. Negara kolong hanya berhak mengatur hingga 
batas-batas tertentu saja. 
Teori ini kemudian ditentang oleh teori airspace sovereignity. Para 
penganut teori ini beranggapan bahwa negara kolong memiliki ekslusifitas penuh 
terhadap wilayah udara di atasnya sampai batas tak tentu. Oleh karena itu wilayah 
udara tersebut merupakan daerah kedaulatan penuh negara kolong tersebut. Tidak 
ada negara yang berhak campurtangan dalam wilayah udara tersebut. 
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Mengingat pentingnya melindungi penerbangan sipil internasional, maka 
diadakanlah Konvensi Chicago pada tahun 1944 yang mengatur masalah 
penerbangan sipil internasional. Konvensi ini melanjutkan Konvensi Paris 1919 
dan menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan hal yang paling 
fundamental. Meskipun demikian, aspek kedaulatan negara tidak dikesampingkan 
dalam konvensi ini. Seperti pada kasus FIR Singapura yang berada di atas wilayah 
kedaulatan Indonesia. Konvensi sudah mengatur masalah pendelegasian FIR ini 
tanpa mengganggu kedaulatan sebuah negara.  
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian 
deskriptif. Penulis berusaha menggambarkan fenomena yang telah dan 
sedang terjadi. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
“apa”, “bagaimana” dan “mengapa”. Tipe penelitian ini juga mencakup 
pengumpulan fakta, pemilihan fakta dan generalisasi fakta.  
Tipe penelitian deskriptif juga merupakan tipe penelitian yang 
menggunakan pola penggambaran fakta yang empiris disertai argumen yang 
mendukung atau relevan. Pola ini digunakan untuk menggambarkan fakta-
fakta mengenai usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk 
menyelesaikan kasus sengketa pelayanan navigasi penerbangan pada FIR 
Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna serta untuk menganalisis 
peluang dan tantangan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa 
pelayanan navigasi penerbangan pada FIR Singapura di atas Kepulauan 
Riau dan Natuna tersebut. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data 
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan di mana data diperoleh dari literatur-literatur yang terkait 
dengan masalah FIR Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna ini.  
Adapun data-data tersebut dapat diperoleh di instansi pemerintah dan 
pendidikan. Instansi-instansi tersebut adalah: 
1. Kementrian Luar Negri Republik Indonesia, Jl. Taman Pejambon, 
No. 6 Jakarta Pusat. 
2. Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Jl. Medan Merdeka 
Barat, No. 13-14 Jakarta Pusat. 
3. Perpustakaan Universitas Hasanuddin.  
4. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin.  
5. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
6. TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat. Cilangkap, Jakarta 
Timur. 
7. PT. Angkasa Pura II. Bandara Internasional Jakarta, Soekarno 
Hatta, Gedung 600. 
 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik 
pengumpulan data telaah pustakan (library research) dan studi dokumen 
dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Literatur 
tersebut berupa buku, artikel, dokumen, jurnal, dan berita di surat kabar. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data 
kualitatif dengan cara menganalisa segala jenis sumber kemudian 
menyimpulkannya. Sedangkan data kuantitatif yang didapatkan hanya 
digunakan sebagai data pelengkap untuk menjelaskan data kualitatif.  
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan deduktif, 
yaitu dengan cara penulis menggambarkan secara umum masalah yang 
diteliti, kemudian dari gambaran masalah umum ini penulis akan menarik 
kesimpulan secara khusus. Penulis akan menjelaskan latar belakang Flight 
Information Region Singapura di atas Kepulauan Riau dan Natuna, 
Perjanjian-perjanjian Internasional antara pemerintah Indonesia dan 
Singapura terkait FIR tersebut dan kemudian menarik kesimpulan mengenai 
usaha-usaha dan peluang serta tantangan Indonesia dalam menyelesaikan 
kasus sengketa tersebut. 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kedaulatan Nasional 
Konsep kedaulatan berkembang paska terjadinya dua perang dunia yang 
melibatkan negara-negara kedalam perang total. Muncul pemikir-pemikir yang 
mencoba merefleksikan kembali arti dari kedaulatan yang mendapat banyak 
kritikan terutama dari hukum internasional. Seorang realis seperti Hans J. 
Morgenthau dalam bukunya yang berjudul “Politik Antarbangsa” mengatakan: 
“Pernyataan bahwa bangsa adalah kekuasaan tertinggi—yaitu, kedaulatan di 
dalam suatu wilayah tertentu—secara logis menyatakan bahwa bangsa itu 
merdeka dan bahwa tidak ada kekuasaan di atasnya. Akibatnya, masing-
masing bangsa bebas mengelola urusan dalam dan luar negrinya sesuai 
dengan kebijaksanaannya, sejauh tidak dibatasi oleh perjanjian atau oleh apa 
yang kita sebut sebagai hukum internasional yang umum atau yang perlu. 
Masing-masing bangsa mempunyai hak menentukan konstitusi yang 
bagaimanapun bagi dirinya sendiri yang disukainya, untuk mengesahkan 
sendiri undang-undang apapun sesukanya tanpa menghiraukan dampak 
terhadap warga negaranya sendiri dan memilih sistem apapun bagi 
pemerintahannya. Bangsa tersebut bebas mempunyai tatanan kemiliteran 
jenis apapun yang dianggapnya perlu bagi tujuan-tujuan politik luar 
negrinya—yang pada gilirannya, bebas ditentukan oleh bangsa itu sesuai 
pandangannya.”17 
 
Morgenthau menemukan bahwa kedaulatan bersinonim dengan merdeka. 
Berdaulat dan merdeka berarti tidak ada lagi kekuatan yang dapat mengintervensi 
urusan dalam negri dan luar negri sebuah negara. Namun Morgenthau memberi 
pengecualian terhadap hukum internasional yang dianggap mendukung eksistensi 
kedaulatan negara. Pada bagian lain bukunya, Morgenthau kemudian menemukan 
pertentangan mendasar antara kedaulatan dan hukum internasional. 
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Joshua Goldstein dan John C. Pevehouse berpendapat bahwa kedaulatan 
adalah: 
Sovereignty—traditionally the most important norm—means that a 
government has the right, in principle, to do whatever it wants in its own 
territory. States are separate and autonomous and answer to no higher 
authority. In principle, all states are equal in status, if not in power. 
Sovereignty also means that states are not supposed to interfere in the 
internal affairs of other states. Although states do try to influence each other 
(exert power) on matters of trade, alliances, war, and so on, they are not 
supposed to meddle in the internal politics and decision processes of other 
states.18 
 
Pendapat Goldstein dan Pevehouse ini senada dengan pendapat Morgenthau. 
Goldstein dan Pevehouse menambahkan bahwa negara-negara di dunia ini adalah 
setara dalam status yaitu berdaulat penuh atas teritorinya walaupun tidak dalam 
kekuatan. Meskipun dalam praktek politik internasional, aktor negara saling 
mempengaruhi dalam perdagangan, militer, aliansi dan peperangan, namun itu 
tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal dan eksternal negara lain.  
Kenneth Waltz, seorang pemikir Neorealisme menjelaskan kedaulatan 
dalam konteks struktur politik internasional. Dalam bukunya The Theory of 
International Politics, Waltz berpendapat bahwa kedaulatan merupakan sebuah 
konsep yang rumit dan “mengganggu”. Waltz mengutip pernyataan seorang 
Antropolog, M.G Smith, “in a system of sovereign states, no state is sovereign.”19 
Menurut Waltz, analisis yang keliru adalah ketika menganggap kedaulatan negara 
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bermakna sebuah negara dapat berbuat sesukanya dan mendapatkan apa yang 
mereka inginkan, atau sebuah negara dapat terbebas dari pengaruh negara lainnya. 
Waltz kemudian memberikan definisi tentang kedaulatan: 
What  then  is  sovereignty? To say  that  a state is sovereign means that  it 
decides  for  itself  how  it  will  cope  with  its  internal  and  external  
problems, including whether  or not to seek assistance from others and in 
doing so to limit  its freedom  by  making  commitments  to  them.  States  
develop  their  own  strategies, chart  their  own  courses,  make  their  own 
decisions about  how to meet whatever needs they experience and  whatever 
desires they develop.  It  is no  more contradictory  to say  that  sovereign  
states are always constrained  and  often  tightly  so  than it  is  to say  that 
free individuals  often make decisions under the  heavy pressure of events.20 
 
Dari kutipan di atas, Waltz mengartikan kedaulatan sebagai kemandirian 
menentukan nasib sendiri. Negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk 
menentukan dengan siapa dia berhubungan, dengan siapa meminta bantuan, 
menetapkan strategi dan menentukan apa yang perlu dikembangkan. Jadi, 
kedaulatan tidak semata-mata mendapatkan apa yang disukai, tetapi adalah 
kemerdekaan.   
Kedaulatan nasional memiliki beberapa karakteristik. Morgenthau dalam 
karyanya, Politics Among Nations, membagi apa yang menurutnya merupakan 
kedaulatan dan bukan kedaulatan: 
1. Sovereignty is not freedom from legal restraint. The quantity of legal 
obligations by which the state limits its freedom of action does not as such 
affect its sovereignty. The often-heard argument that a certain treaty would 
impose upon a country obligations so onerous as to destroy is sovereignty 
is, therefore, meaningless. It is not the quantity of legal restraints which 
affects sovereignty, but their quality. A state can take upon itself any 
quantity of legal restraints and still remain sovereign, provided those legal 
restraints do not affect its quality as the supreme lawgiving and law-
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enforcing authority. But one single legal stipulation affecting that authority 
is in itself sufficient to destroy the sovereignty of the state.  
2. Sovereignty is not freedom from regulation by international law of all 
those matters which are traditionally left to the discretion of individual state 
or, as Article 15, paragraph 8, of the Covenant of the League of Nation and 
Aticle 2, paragraph 7 of the United Nations put it, are within the domestic 
jurisdiction of the individual states. The relation between the matters which 
international law regulates and those with which it does not concern itself is 
fluid. It depends upon the policies pursued by individual states and upon the 
development of international law. It is, therefore, misleading to assert, for 
instance, that the international regulation of the immigration policies of 
individual states would be incompatible with their sovereignty. This would 
hold true only for international regulations to which the countries 
concerned had not consented beforehand. The conclusion of international 
treaties concerning matters of immigration would not affect the sovereignty 
of the contracting states. 
3. Sovereignty is not equality of rights and obligations under international 
law. Great inequalities in these respects can go hand in hand with 
sovereignty. Peace treaties frequently impose heavy disabilities upon the 
vanquished with regard to size and quality of the military establishment, 
armaments, fortifications, reparations, economic policies, and the conduct 
of foreign affairs in general. The defeated nation is not thereby deprived of 
its sovereignty. 
4. Sovereignty is not actual independence in political, military, economic, or 
technological matters. The actual interdependence of states in those matters 
and the actual political, military, and economic dependence of certain states 
upon others may make it difficult or impossible for certain states to pursue 
independent domestic and foreign policies, but it does not affect their 
supreme legal authority within their own territories, that is, their 
sovereignty. They may be unable, because of prevailing actual conditions, to 
enact and enforce the kinds of law which they would wish and which more 
powerful states are able to enact and enforce. But the legal authority, within 
the limits of their obligation under international law, to enact and enforce 
the laws they please is not thereby abrogated. The actual inequality of states 
and their dependence upon each other has no relevance for the legal status 
called sovereignty.21  
 
Empat poin yang diungkapkan oleh Morgenthau di atas merupakan instisari 
dari pemikirannya tentang kedaulatan dan posisinya terhadap hukum 
internasional. Pertama, kedaulatan tidak pernah terlepas dari pengendalian hukum, 
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sebab negara-negara yang membatasi tindakannya melalui pertauran-peraturan 
tidak akan mempengaruhi kedaulatannya. Kuantitas atau jumlah peraturan tidak 
mempengaruhi kedaulatan, melainkan kualitas peraturan tersebut. Sebuah bangsa 
tidak akan kehilangan kedaulatannya hingga kualitas hukum atau aturan tersebut 
mempengaruhi kualitas kekuasaan negara tersebut. Kedua, kedaulatan tidak bebas 
dari aturan hukum internasional. Hubungan antara urusan-urusan hukum 
internasional dan urusan-urusan dalam negri sebuah negara selalu berubah-ubah 
sesuai dengan dinamika politik bangsa tersebut.  
Ketiga, kedaulatan bukan merupakan kesetaraan hak dan kewajiban negara-
negara di hadapan hukum internasional. Negara-negara yang kalah perang akan 
dikenakan kesepakatan-kesepakatan yang memberatkan negara yang bersangkutan 
namun, negara tersebut tidak akan kehilangan kedaulatannya. Keempat, 
ketidaksamaan materi atau isi negara-negara di dunia menyebabkan 
kesalingtergantungan di berbagai bidang. Kesalingtergantungan ini tidak 
mempengaruhi kedaulatan sebuah bangsa meskipun itu membatasi pilihan-pilihan 
mereka untuk menjalankan politik luar negri yang bebas.   
Sementara menurut Dr. Ni’matul Huda, kedaulatan memiliki empat ciri 
yaitu: pertama, kelanggengan (permanence) atau kedaulatan itu sifatnya abadi 
hingga negara tersebut mati. Kedua, sifat tidak dapat dipisah-pisahkan 
(indivisible) yaitu kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan cuma ada satu sumber 
kedaulatan dalam satu negara. Ketiga, sebagai kekuasaan tertinggi (supreme) yaitu 
karena dia adalah tunggal, maka tidak boleh ada kedaulatan yang lain yang berada 
dalam negara tersebut. Keempat, kedaulatan sifatnya tidak terbatas dan lengkap 
(complete) yaitu kedaulatan tidak dapat dibatasi, karena jikia kedaulatan terbatas 
maka ada kedaulatan lain yang lebih tinggi.22       
Dikotomi antara jenis-jenis kedaulatan dikemukan oleh Stephen Krasner. 
Krasner membagi kedaulatan kedalam empat jenis: 
The term sovereignty has been used in four different ways—international 
legal sovereignty, Westphalian sovereignty, domestic sovereignty, and 
interdependence sovereignty. International legal sovereignty refers to the 
practices associated with mutual recognition, usually between territorial 
entities that have formal juridical independence. Westphalian sovereignty 
refers to political organization based on the exclusion of external actors 
from authority structures within a given territory. Domestic sovereignty 
refers to the formal organization of political authority within the state and 
the ability of public authorities to exercise effective control within the 
borders of their own polity. Finally, interdependence sovereignty refers to 
the ability of public authorities to regulate the flow of information, ideas, 
goods, people, pollutants, or capital across the borders of their state.23 
Empat jenis kedaulatan yang dimaksud Krasner adalah Kedaulatan Hukum 
Internasional, Kedaulatan Wetphalia, Kedaulatan Nasional, dan kedaulatan saling 
ketergantungan. Krasner kemudian memberikan pengertian pada masing-masing 
jenis kedaulatan tersebut.  
Kedaulatan hukum internasional merujuk pada praktek-pratek saling 
pengakuan antar entitas politik yang memiliki kemerdekaan hukum. Kemudian 
menurut Krasner, kedaulatan Westphalia merujuk pada sebuah organisasi politik 
mandiri yang menegasikan keterlibatan aktor politik lain dalam teritorinya. 
Sementara itu, kedaulatan domestik merujuk pada organisasi formal dalam sebuah 
negara yang memiliki otoritas publik untuk untuk mengatur di dalam teritorinya 
sendiri. Sedangkan kedaulatan saling ketergantungan mengacu pada kemampuan 
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otoritas publik untuk mengatur arus tukar informasi, ide, barang, manusia, polusi 
atau modal, yang melintasi batas negara mereka. 
Kedaulatan menurut Boer Mauna memiliki tiga aspek yang sangat penting 
yaitu: 
1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara 
bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-
kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.  
2. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara 
untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-
lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang 
diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.  
3. Aspek kedaulatan teritorial berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang 
dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat 
di wilayah tersebut.24 
 
Aspek kedaulatan teritorial merupakan hal yang paling krusial dalam politik 
internasional. Berulang kali terjadi konflik antar negara yang disebabkan oleh 
pelanggaran teritori atau sengketa wilayah yang tidak kunjung selesai.  
Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara 
dalam melaksanakan yurisdiksi ekslusif di wilayahnya. Pelaksanaan 
kedaulatan yang didasarkan pada wilayah, menjadikannya sangat 
fundamental dalam hukum internasional. Seorang ahli hokum yaitu Hakim 
Huber menyatakan bahwa: dalam kaitannya dengan wilayah, kedaulatan 
mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh negara. Ciri 
pertama yaitu kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum untuk adanya 
suatu negara dan ciri yang kedua, kedaulatan menunjukkan negara tersebut 
merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara.25 
 
Oleh karena itu, suatu negara yang memiliki kedaulatan hanya dapat 
melaksanakan kedaulatan terebut pada wilayah teritorinya saja. Mochtar 
Kusumaatmaja kemudian mengidentifikasi syarat-syarat berlakunya kedaulatan 
sebuah negara. Syarat-syarat tersebut yaitu: pertama, kekusaan itu terbatas pada 
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batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan yang kedua, kekuasaan itu 
berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.26 
Teritori atau wilayah negara sendiri memiliki empat tipe rezim. Tipe rezim 
ini mengindikasikan berlaku atau tidaknya kedaulatan sebuah negara dalam 
wilayah yang bersangkutan. Tipe rezim wilayah itu sendiri adalah: kedaulatan 
teritorial, di mana negara berkuasa penuh atas wilayahnya. Kedua, wilayah yang 
tidak berada di bawah kedaulatan negara lain dan yang memiliki status tersendiri 
(misalnya wilayah mandate atau trust). Ketiga, Res Nullius, yaitu wilayah yang 
tidak dimiliki/berada dalam kedaulatan sebuah negara. Keempat, Res Communis, 
yaitu wilayah yang secara umum tidak dapat berada di bawah suatu kedaulatan 
tertentu/wilayah bersama (misalnya laut lepas dan ruang angkasa).27 
Dari penjabaran konsep di atas, kedaulatan merupakan hal yang sangat 
penting bagi sebuah negara. Kedaulatan menjadi predikat tertinggi suatu negara, 
di mana negara yang bersangkutan harus bisa mempertahankannya. Dalam 
penelitian peluang dan tantangan Indonesia dalam penyelesaian sengketa 
pelayanan navigasi udara pada Flight Information Region (FIR) di atas kepulauan 
Natuna ini, penulis menggunakan konsep kedaulatan untuk menganalisis peluang 
dan tantangan serta strategi Indonesia dalam penyelesaian masalah sengketa. 
Adanya sebagian wilayah udara Indonesia yang diatur oleh pihak lain 
menandakan adanya otoritas selain Indonesia yang berada dalam teritori 
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Indonesia. Kasus ini jelas mengurangi kedaulatan Indonesia dalam mengatur 
wilayahnya sendiri.  
B. Hukum Internasional 
Menurut Kamus Hubungan Internasional, Hukum Internasional adalah, 
“sistem kaidah mengenai hak dan kewajiban negara dalam hal hubungan timbal 
bailk di mereka. Hukum Interasional didasarkan pada konsep kesetaraan 
kedaulatan negara serta kesepakatan di antara mereka.”28 Hukum internasional 
karena didasarkan pada kedaulatan, menganggap semua negara adalah setara dan 
berdaulat sehingga negara yang bersangkutan masih memiliki otoritas.  
Sementara menurut Oxford Dictionaries, Hukum Internasional adalah, “a 
body of rules established by custom or treaty and recognized by nations as 
binding in their relations with one another.”29 Pengertian itu bermakna bahwa 
hukum internasional merupakan kumpulan peraturan yang didasarkan pada 
kebiasaan atau perjanjian dan diakui oleh negara dan mengikat negara yang 
bersangkutan dalam hal hubungan dengan negara lainnya.  
Definisi mengenai hukum internasional mengalami perubahan dari masa ke 
masa. Pada era dua perang dunia, definisi hukum internasional bersifat state-
centric sehingga hanya mengakomodasi negara sebagai satu-satunya aktor dalam 
politik internasional. 
Until the period between the two World Wars, writers found no difficulty in 
defining (public) international law, in one formulation or another, as the 
law that governs the relations between states amongst each other. The 
prevailing positivist doctrine of the nineteenth century and first half of the 
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twentieth century held that only states could be subjects of international 
law, in the sense of enjoying international legal personality and being 
capable of possessing international rights and duties, including the right to 
bring international claims.30 
 
Namun dengan semakin berkembangnya aktor dalam hubungan 
internasional, pengertian tersebut tidak dapat diterima lagi. Sebab, hanya negara 
yang mendapat keistimewaan dalam hukum internasional. Perluasan cakupan 
hukum internasional meliputi berbagai macam bidang, sehingga diperlukan 
definisi hukum internasional yang lebih luas lagi. 
American Law Institute of the Foreign Relations Law of the United States 
dalam revisinya tentang hukum internasional berpendapat bahwa: 
International Law consists of rules and principles of general application 
dealing with the conduct of states and of international organizations and 
with their relations Inter se, as well as with some of their relations with 
persons, whether natural or juridical.31 
 
Definisi di atas telah mencakup kebutuhan kontemporer dalam hubungan 
internasional. Namun, tempat utama dalam hukum internasional masih ditempati 
oleh negara. Negara adalah entitas politik yang memiliki kedaulatan. Adapun 
subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai subjek derivatif atau turunan dari 
negara. Negaralah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum 
internasional.32 
Pendapat senada juga diungkapkan oleh salah satu ahli hukum internasional, 
J. Starke. Dengan detail Starke memberikan definisi hukum internasional sebagai: 
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Keseluruhan hukum untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan 
kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya 
terikat untuk mentaati karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam 
hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga: 
pertama, kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya 
lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-
hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-
negara dan individu-individu. Kedua, kaidah-kaidah hukum tertentu yang 
berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh 
hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi 
masyarakat internasional.33     
 
Dalam hukum internasional dikenal juga istilah general international law 
dan regional international law. Perbedaan kedua jenis hukum internasional ini 
terdapat pada jumlah negara cakupannya. Cakupan dari general international law 
sangat luas sedangkan cakupan dari regional international law lebih sempit. 
Sementara untuk menyebut sebuah praktek interaksi umum antar negara tanpa 
kewajiban hukum adalah international comity. Peter Malanczuk kemudian 
memberikan penjelasan: 
‘General international law’ refers to rules and principles that are 
applicable to a large number of states, on the basis of either customary 
international law or multilateral treaties If they become binding upon all 
states, they are often referred to as ‘universal international law’. But there 
is also regional international law, which applies only to certain groups of 
states, such as, for example, certain rules on diplomatic asylum recognized 
only by South American states, or the law of the European Union. 
Moreover, the term ‘particular international law’ is used to denote rules 
which are binding upon two or a few states only. Mereusage, in the sense of 
widespread practice observed between states without any sense of legal 
obligation, is often called international comity.34  
 
Kemudian muncul pertanyaan, jika tidak ada lagi lembaga yang memiliki 
kedaulatan di atas negara yang dapat menciptakan hukum, lalu hukum 
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internasional bersumber dari mana? Dalam artikel 38 ayat 1 statuta International 
Court justice mencantumkan sumber-sumber hukum internasional. sumber-
sumber tersebut adalah: 
The Court, whose function is to decide in accordance with international law 
such disputes as are submitted to it, shall apply: 
(1) international conventions, whether general or particular, establishing 
rules expressly recognized by the contesting States; 
(2) international custom, as evidence of a general practice accepted as law; 
(3) the general principles of law recognized by civilized nations; 
(4) judicial decisions and the teachings of the most highly qualified 
publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination 
of rules of law.35 
 
Ayat 2 pasal 38 hakim juga dapat memutus berdasarkan kepatutan dan 
kelayakan (at que at bono) bilamana disetujui oleh para pihak. Itu artinya, sumber 
hukum internasional bukan saja keempat poin tersebut di atas, namun juga terletak 
di tangan hakim sesuai dengan kesepakatan. Pasal 38 ayat 1 tidak bermaksud 
memberikan daftar lengkap apa saja yang bisa menjadi sumber hukum 
internasional. Hakim dapat menggunakan misalnya saja Resolusi Majelis Umum 
atau putusan organisasi internasional serta korespondensi diplomatik.36  
Salah satu sumber hukum internasional yang paling umum ditemui dalam 
dunia internasional adalah international treaties atau international convention 
atau dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian internasional. Selain itu, 
perjanjian internasional memiliki beberapa istilah yaitu convention, final act, 
declaration, memorandum of understanding (MoU), agreement, dan protocol. 
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Pemakaian istilah tersebut tidak menimbulkan pengaruh yuridis sebab nama-nama 
tersebut hanya istilah.37 
Pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969 mengenai Hukum Perjanjian (Vienna 
Convention on the Law of Treaties) menyebutkan perjanjian (treaty) adalah 
persetujuan internasional yang diadakan di antara negara-negara dalam bentuk 
tertulis serta diatur dalam hukum internasional, baik dalam satu instrumen atau 
lebih instrumen yang berkaitan dengan perjanjian atau iltilah apapun yang dapat 
diberikan terhadapnya.38 
Pemerintah Indonesia juga dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI No. 37 
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar negri memberikan definisi terhadap 
perjanjian internaional sebagai: 
Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum 
internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia 
dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum 
internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada 
pemerintah RI yang bersifat hukum publik.39 
 
Definisi tersebut kemudian diperbarui oleh Undang-undang RI No. 24 
Tahun 2000 tentang perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan 
nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis 
serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pada pasal 4 ayat 
1 selanjutnya ditambahkan bahwa pemerintah RI membuat perjanjian 
internasional dengan suatu negara atau lebih, organisasi internasional atau subjek 
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hukum internasional lainnya berdasarkan kesepakatan, dan para pihak 
berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.40 
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap negara dapat 
mengadakan perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional atau 
subjek hukum internasional lainnya berupa perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut 
mendatangkan kewajiban hukum dan setiap pihak yang bersangkutan wajib 
melaksanakannya dengan tanpa terkecuali. 
Perkembangan hukum internasional yang semakin luas, mendorong semakin 
rumitnya hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional sendiri mengatur 
berbagai macam aspek kehidupan internasional dan sehingga menjadi cabang-
cabang tersendiri.  
International law now covers vast and complex areas of transnational 
concern, including traditional topics, such as the position of states, state 
succession, state responsibility, peace and security, the laws of war, the law 
of treaties, the law of the sea, the law of international watercourses, and the 
conduct of diplomatic relations, as well as new topics, such as international 
organizations, economy and development nuclear energy, air law and outer 
space activities, the use of the resources of the deep sea, the environment, 
communications, and, last but not least, the international protection of 
human rights.41 
 
Ruang lingkupnya sekarang tidak lagi hanya menjangkau isu-isu tradisional 
seperti hak negara dan hukum perang, tetapi juga mencakup isu-isu kontemporer 
seperti teknologi, lingkungan dan hak asasi manusia. 
Hukum internasional memiliki subjek. Menurut Martin Dixon, subjek dalam 
hukum internasional adalah, “a body of entity which is capable of possessing and 
duties under international law.” Subjek tersebut harus memiliki kecakapan-
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kecakapan hukum internasional utama (the main international law capacities) 
untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya (international legal 
personality).42  
Kecakapan yang dimaksud adalah, mampu untuk menuntut hak-haknya di 
depan pengadilan internasional dan nasional, menjadi subjek dari beberapa atau 
semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional, mampu membuat 
perjanjian hukum internasional yang sah dan mengikat dalam hukum 
internasional, dan menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik. 
Subjek hukum internasional sendiri yaitu negara, organisasi internasional publik 
(Intergovermental Organizations), Non-govermental Organizations (NGOs), 
individu, perusahaan internasional, Tahta Suci Vatikan, Kaum pemberontak 
(Belligerent), dan organisasi pembebasan bangsa. Dari kesemua subjek hukum 
internasional tersebut, hanya negara dan organisasi internasional publik seperti 
PBB yang memiliki semua kecakapan hukum internasional.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan 
Indonesia dalam penyelesaian sengketa pelayanan navigasi udara pada Flight 
Information Region (FIR) di atas kepulauan Natuna. Penulis akan menganalisis 
peluang dan tantangan serta strategi Indonesia melalui pendekatan hukum 
internasional. Absennya hukum internasional pada kasus ini menarik perhatian 
penulis, sebab paska perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan 
pemerintah Republik Singapura tahun 1995, tidak ada lagi perjanjian internasional 
yang secara spesifik mengatur FIR Singapura di atas Natuna. Sementara 
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pelanggaran kedaulatan teritorial serta berkurangnya potensi penerimaan 
pendapatan negara dari pajak (RANS Charge) terus saja terjadi.   
C. Hukum Udara Internasional 
Ruang udara merupakan sebuah ruang yang berada di atas wilayah teritorial 
darat maupun laut sebuah negara. Sejak jaman dahulu, teori tentang wilayah udara 
menimbulkan banyak kritik dan sanggahan. Tidak ada kata sepakat di anatar para 
ahli hukum internasional tentang wilayah udara suatu negara dan batas-batas 
kedaulatannya di wilayah udara.  
Pada jaman Romawi Kuno, ada sebuah istilah yang mengatakan “cujus est 
solum eust ad coelum” yang artinya kedaulatan sebuah negara di ruang udaranya 
tidak terbatas pada ketinggian tertentu. Adagium ini perlu ditinjau pada 
konteksnya, sebab pada waktu itu teknologi penerbangan belum berkembang.  
Dewasa ini dengan teknologi yang berkembang pesat, adagium tersebut 
menimbulkan perdebatan. Saat ini, negara-negara sudah dapat menerbangkan dan 
menempatkan satelit pada orbit tertentu tanpa meminta izin negara lain. Oleh 
karena itu kesepakatan mengenai batasan ruang udara suatu negara masih menjadi 
perdebatan. 
Berbagai macam pendapat diutarakan oleh para ahli untuk mendefinisikan 
ruang udara sebuah negara. Namun, para ahli tidak menemui kata sepakat. Para 
ahli sesuai dengan pendapatnya kemudian terbagi dalam dua kubu. Kubu pertama 
mengajukan teori Airspace Freedom. Para pemikir teori ini terdiri dari Paul 
Fauchille yang mengatakan, “The air is free. The states have only such rights as 
are necessary for its conservation. Therefore all aerial navigation must be 
prohibited in  principle up to 1500 M (about 4500 feet).”43 Selain Fauchille, salah 
satu teoritikus airspace freedom bernama Oppenheim: “The territorial  
atmosphere is not a special part of the territory of the state, but the state must be 
allowed to control it  and to  exercise  jurisdiction  in  it  up to  a certain 
height.”44 
Para teoritikus airspace freedom beranggapan bahwa wilayah udara 
merupakan wilayah bebas atau zona internasional. Sehingga setiap negara berhak 
menggunakannya. Sementara negara kolong—yaitu negara di bawah wilayah 
udara bersangkutan—berhak menentukan batasan atau menetapkan hukum pada 
ketinggian tertentu saja. 
Sedangkan aliran pemikiran kedua yaitu air sovereignty beranggapan bahwa 
wilayah udara merupakan hak ekslusif sebuah negara. Westlake, seorang 
teoritikus aliran ini berpendapat, “sovereignty to an unlimited height, restricted by 
the right of innocent passage for aerial navigation.”45 Sependapat dengan 
Westlake, Meurer berpendapat bahwa, “sovereignty with this restriction that 
aeronauts must have the right of free passage.”46 
Baik Westlake maupun Meurer mengajukan sebuah persyaratan mengenai 
kedaulatan sebuah negara di wilayah udaranya. Negara berdaulat penuh terhadap 
wilayah udaranya tanpa batas namun wajib memberikan hak lintas damai terhadap 
pesawat atau benda angkasa sebuah negara yang melintas di wilayah udara 
bersangkutan. Sementara batas wilayah udara secara horizontal diatur pada pasal 2 
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Konvensi UNCLOS 1982 tentang Legal status of the territorial sea, of the air 
space over the territorial sea and of its bed and subsoil: 
1. The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and 
internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic 
waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea. 
2. This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well 
as to its bed and subsoil. 
3. The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this 
Convention and to other rules of international law.47 
Berdasarkan Konvensi UNCLOS tahun 1982, luas perairan sebuah negara 
diukur 12 mil jauhnya ditarik dari garis pantai pulau terluar. Oleh karena itu, batas 
wilayah udara sebuah negara secara horizontal mengikut pada luas wilayah 
daratan beserta wilayah laut sesuai dengan hukum internasional. 
Sebelum Konvensi tentang penerbangan sipil di Chicago pada 7 Desember 
1944 (Convention on International Civil Aviation Chicago 1944) sudah ada 
Konvensi yang mengatur mengenai wilayah udara dan penerbangan. Pada tanggal 
13 Oktober 1919 di Paris dilaksanakan Convention Relating to the Regulation of 
Aerial Navigation untuk menindaklanjuti Konvensi Perdamaian Versailles 1919. 
Setelah itu ditandatanganilah Protokol Paris 1920 dan kemudian diperbaharui 
dengan Protokol Paris 1929.  
Untuk memperbarui hukum dan menengahi perdebatan para ahli mengenai 
batas-batas kedaulatan negara di udara, dilaksanakanlah sebuah Konvensi pada 
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tahun 1944 di Chicago, Amerika Serikat atau yang lebih dikenal sebagai Konvensi 
Chicago 1944. Meskipun Indonesia tidak terlibat dalam Konvensi tersebut, 
Indonesia telah mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan Konvensi Chicago 
1944. 
Selanjutnya, Konvensi Chicago 1944 dipandang sebagai salah satu sumber 
hukum udara internasional karena berisi aturan-aturan mengenai wilayah 
kedaulatan udara serta aturan penerbangan internasional yang cukup 
komprehensif. Konvensi ini terdiri dari pasal yang mengatur kedaulatan negara di 
ruang udaranya, hak prerogatif negara anggota, angkutan udara internasional, 
operasi penerbangan, daerah terlarang, hukum dan regulasi, customs, immigration, 
quarantine dan wabah penyakit, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, 
pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara, investigasi kecelakaan 
pesawat udara, dokumen penerbangan, amunisi, dan sertifikasi pesawat udara 
serta awak pesawat udara.48 
Hukum udara dalam perkembangan selanjutnya sering disebut sebagai 
hukum udara publik untuk membedakannya dari hukum udara perdata. Tidak 
hanya di tingkat internasional, adopsi tersebut juga dilakukan oleh negara-negara 
di tingkat domestik termasuk Indonesia. Selanjutnya, hukum udara publik 
berkembang menurut prinsip-prinsip sesuai yang termuat dalam Konvensi 
Chicago 1944, yaitu:49 
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a. Kedaulatan Teritorial (Territorial Sovereignty) 
Setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan ekslusif terhadap 
ruang udara di atas wilayah perairan dan daratannya, dengan meniadakan 
hak-hak negara lain. Secara hukum ia berhak dan secara unilateral 
mengizinkan maupun meniadakan hak masuk negara lain ke daerah 
wilayahnya yang diakui secara hukum sebagai wilayah negaranya dan 
dengan demikian mengawasi segala hal yang berkaitan serta bebagai 
kegiatan di dalam wilayah tersebut. 
b. Ruang Udara Nasional (National Air Space) 
Wilayah negara yang berdaulat mempunyai bentuk tiga dimensi, termasuk 
di dalamnya wilayah ruang udara nasional di atas wilayah perairan dan 
daratannya. 
c. Kebebasan Lautan/Perairan (Freedom of the Seas) 
Navigasi di lautan bebas dan penerbangan di atas lautan tersebut secara 
hukum dapat dilakukan oleh semua negara tanpa terkecuali. 
d. Kebangsaan Pesawat (Nationality of Aircraft) 
Pesawat udara memiliki suatu ciri-ciri tertentu terkait dengan 
kebangsaannya, seperti halnya penerapan terhadap kapal dalam hukum laut. 
Oleh karena itu pesawat udara memiliki hubungan khusus dengan suatu 
negara tertentu yang berhak membentuk status hukum istimewa terhadap 
pesawat udara tersebut. Dengan demikian negara dibebani tanggung jawab 
hukum tertentu terhadap berbagai kegiatan pesawatnya. Selanjutnya 
terhadap pesawat udara harus selalu memiliki izin khusus untuk melakukan 
kegiatan di atas daratan dan perairannya. 
Kemudian sesuai dengan pasal 43 hingga pasal 63 Konvensi Chicago 1944, 
dibentuklah lembaga asosiasi penerbangan sipil internasional atau International 
Civil Aviation Organization (ICAO) untuk mengakomodasi negara-negara di 
bidang penerbangan sipil internasional. ICAO juga mengembangkan sistem 
penerbangan internasional dengan menetapkan jalur-jalur penerbangan, membuat 
kualifikasi pelayanan navigasi udara, dan menetapkan standar sistem pencegahan 
dan penyelamatan pada kecelakaan pesawat.  
ICAO sendiri memiliki struktur organisasi yang mendukung tugas-tugasnya. 
Sesuai pasal 43 dan 44 Konvensi Chicago 1944, ICAO terdiri dari Sidang Umum 
(General Assembly), Dewan Harian (Council) dan badan-badan lain yang 
dipandang perlu.50 Secara lebih rinci tujuan dari organisasi penerbangan sipil 
internasional ini adalah: a) menjamin keselamatan dan keteraturan pertumbuhan 
penerbangan sipil internasional di seluruh dunia; b) meningkatkan seni rekayasa 
dan operasi pesawat udara untuk menjamin perdamaian dunia; c) menggalakkan 
pertumbuhan jalur-jalur penerbangan (airways), bandar udara (airports), dan 
fasilitas-fasilitas untuk penerbangan sipil internasional; d) memenuhi kebutuhan 
angkutan udara dunia yang selamat, aman, teratur, efisien dan ekonomis; e) 
mencegah persaingan ekonomi yang tidak sehat; f) menjamin bahwa setiap negara 
anggota mempunyai hak dan kesempatan yang sama menyelenggarakan angkutan 
udara internasional; g) mencegah terjadinya tindakan diskriminatif antarnegara 
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anggota Organisasi Penerbangan Sipil internasional; h) meningkatkan navigasi 
penerbangan internasional; i) meningktakan semua aspek penerbangan sipil 
internasional.51 
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BAB III 
RUANG UDARA DAN PENGUASAAN FLIGHT INFORMATION 
REGION (FIR) DI ATAS KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA OLEH 
SINGAPURA 
A. Penguasaan Flight Information Region (FIR) di atas Kepulauan Riau dan 
Natuna oleh Singapura. 
1. Definisi dan Sejarah Perkembangan FIR 
Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Chicago 1944 wajib 
untuk menjalankan amanat konvensi tersebut. Indonesia wajib membangun 
fasilitas penerbangan serta keselamatan penerbangan sesuai standar yang 
ditetapkan oleh ICAO. Fasilitas tersebut berupa bandara, dan stasiun radar. 
Selain itu, ICAO juga mewajibkan negara anggotanya untuk membuat standar 
pelayanan navigasi udara untuk pesawat-pesawat yang melintasi sebuah 
negara.  
Pembentukan FIR merupakan perwujudan dari annex 11 yang mengatur 
masalah Air Traffic Service (ATS). ATS  merupakan, “a generic term meaning 
variously, flight information services, alerting services, air traffic advisory 
service, air traffic control service (area control service, approach control 
service or aerodome control service).52 Annex merupakan dokumen tambahan 
dari Konvensi Chicago 1944.  
Dokumen tambahan ini merupakan hasil dari peninjauan kembali oleh 
The Rules of The Air and Air Traffic Control Division (RAC Division) terhadap 
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Konvensi Chicago tentang pengaturan Air Traffic Control (ATC). Dokumen 
tersebut kemudian dipelajari oleh Air Navigation Committee dan kemudian 
mendapat persetujuan Council. Setelah disempurnakan kembali oleh RAC 
Division, draf annex tersebut kemudian diadopsi oleh Council dan mulai 
berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1950. 
Sesuai dengan Annex 11 Konvensi Chicago 1944, setiap negara wajib 
untuk menetapkan Flight Information Region (FIR). FIR menurut Annex 11 
Konvensi Chicagi 1944 adalah “an airspace of defined dimensions within 
which flight information service and alerting service are provided.”53 FIR 
merupakan sebuah ruang udara yang ditetapkan dimensinya yang berisi 
layanan informasi penerbangan dan layanan siaga.  
Sementara Flight Information Service adalah ”a service provided for the 
purpose of giving advice and information useful for the safe and efficient 
conduct of flights.”54 Menurut Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional 
Alerting Service adalah pelayanan yang diberikan kepada organisasi yang  
berkaitan  dengan  pesawat  terbang/ penerbangan  yang  membutuhkan 
pertolongan  dan  dan membantu  organisasi yang  membutuhkan  bantuan 
pencarian dan pertolongan.55   
Setiap pesawat udara yang melintasi sebuah wilayah FIR berhak 
mendapatkan layanan navigasi udara. Layanan tersebut terdiri dari dua bagian 
yaitu Instrument Flight Rules (IFR) dan Vision Flight Rules (VFR). IFR 
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merupakan layanan navigasi melalui radio yang memandu sebuah pesawat dan 
memungkinkan pilot menetukan posisi pesawat dari waktu ke waktu. IFR 
hanya berlaku pada beberapa kondisi cuaca tertentu. Jika pesawat udara 
terbang pada di bawah VFR maka harus dipastikan bahwa jalur penerbangan 
bebas dari awan dan memungkinkan jarak pandang sehingga pilot dapat 
menghindari pesawat lainnya.  Tidak semua pesawat mendapat pelayanan 
navigasi udara. Jika sebuah pesawat sepenuhnya berada di luar kontrol sebuah 
ruang udara atau tempat di mana flight plan tidak dibutuhkan maka pesawat 
tersebut tidak perlu diketahui oleh air traffic services.56 
Pembicaraan mengenai pembentukan FIR dilakukan oleh negara-negara 
anggota ICAO. FIR dibentuk pada Sembilan wilayah penerbangan termasuk 
juga FIR Natuna. FIR Natuna kemudian menjadi bagian dari Flight 
Information Regions Over the South China Sea Oceanic Airspace atau yang 
sekarang dikenal sebagai Singapore Flight Information Region.57  
Gambar 3.1 Global Flight Information Region 
Sumber: www.arcgis.com  
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Perhatian utama dari annex 11 adalah mengenai keselamatan 
penerbangan. Oleh karena itu, setiap negara pihak wajib memenuhi standar 
keselamatan pada FIR di wilayahnya.  
…an important requirement for States to implement systematic and 
appropriate air traffic services (ATS) safety management programmes to 
ensure that safety is maintained in the provision of ATS within airspaces 
and at aerodromes. Safety management systems and programmes will 
serve as an important contribution toward ensuring safety in 
international civil aviation. 58 
 
ATS Safety Management Programmes harus memastikan penegakan dan 
pengimplementasian ATS di dalam ruang udara dan bandara. Instrumen 
tersebut menyumbangkan kontribusi yang sangat penting dalam dunia 
penerbangan sipil internasional. Pelayanan informasi yang terdapat dalam ATS 
adalah: 
The information includes significant meteorological (SIGMET) 
information, changes in the serviceability of navigation aids and in the 
condition of aerodromes and associated facilities and any other 
information likely to affect safety. IFR flights receive, in addition, 
information on weather conditions at departure, destination and 
alternate aerodromes, collision hazards to aircraft operating outside of 
control areas and control zones and, for flight over water, available 
information on surface vessels. VFR flights also receive information on 
weather conditions which would make visual flight impractical. Annex 11 
also contains specifications for operational flight information service 
(OFIS) broadcasts, including automated terminal information service 
(ATIS) broadcasts.59 
 
Suatu negara dapat mengelola FIR jika sudah mampu menyediakan 
pelayanan tersebut. Jika sebuah negara belum mampu untuk mengelola sebuah 
FIR, pengelolaannya dapat didelegasikan kepada negara lain yang sudah 
mampu mengelolanya. Penedelegasian pengelolaan FIR tidak berpengaruh 
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langsung pada kedaulatan negara sebab FIR hanya menyangkut teknis 
operasional penerbangan. Selain itu, pertimbangan keselamatan yang paling 
utama menyebabkan perancangan FIR lebih mengikuti gejala alam 
dibandingkan dengan batas teritorial sebuah negara. 
While the Annex recommends that the delineation of airspace, wherein 
air traffic services are to be provided, should be related to the nature of 
the route structure and the need for efficient service rather than to 
national boundaries, It goes on to say that Flight information regions 
shall be delineated to cover the whole of the air route structure to be 
served by such regions.60 
 
2. Pengaturan FIR Indonesia 
Secara geografis, negara Indonesia merupakan negara yang strategis. 
Indonesia diapit oleh dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera 
Hindia serta berada di antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia. 
Kemudian Indonesia juga berbatasan langsung dengan sepuluh negara 
tetangga. Posisi ini menyebabkan Indonesia menjadi ramai oleh lalu lintas 
internasional baik itu melalui laut maupun udara. 
Posisi strategis ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Pemerintah 
Indonesia harus menjaga kedaulatan teritorial di wilayah laut dan udara yang 
sangat luas. Oleh karena itu, pengaturan wilayah udara dan laut diperlukan agar 
tidak terjadi pelanggaran kedaulatan oleh negara lain. Selain itu, pengaturan 
wilayah udara dan laut penting demi keselamatan lalu lintas pelayaran dan 
penerbangan. 
Untuk keselamatan penerbangan, pemerintah Indonesia telah melakukan 
pengaturan ruang udara sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Konvensi 
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Chicago 1944. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Flight Information 
Region, Upper Flight Information Region dan sarana serta prasarana 
pendukung keselamatan penerbangan di wilayah Indonesia. Sementara untuk 
tetap menjaga kedaulatan negara, pemerintah telah mengklasifikasikan dan 
menetapkan ruang udara terbatas (restricted area), ruang udara berbahaya 
(danger area) dan ruang udara terlarang (prohibited area).61 
Dasar hukum pengaturan FIR di Indonesia terdapat pada Undang-
Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 6 
yang menyatakan:  
Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan 
wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk 
kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan 
keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.62 
 
Awalnya, Indonesia memiliki empat FIR yaitu FIR Jakarta, FIR Bali, FIR 
Ujung Pandang, dan FIR Biak. FIR Jakarta mencakup wilayah bagian barat 
pulau Kalimantan, bagian barat pulau Jawa hingga pulau Sumatera. FIR Bali 
meliputi Kalimantan bagian tengah hingga bagian timur, kemudian Jawa Timur 
hingga Nusa Tenggara. FIR Ujung Pandang meliputi pulau Sulawesi, Maluku, 
hingga kepulauan Aru. Sedangkan FIR Biak meliputi wilayah perairan Arafuru 
dan pulau Papua.63 
Untuk mengifisienkan dan mengefektifkan pelayanan navigasi dan 
pelayanan penerbangan, berdasarkan Supplement Aeronautical Information 
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Indonesia. Artikel Pada JOM Fakultas Hukum Vol. 2 No. 1. Hlm. 8. 
Publication (AIP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara (DitJen Hubud) No. 02/05 tanggal 14 April 2005, ruang udara Indonesia 
dibagi kedalam dua FIR, yaitu FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang. FIR 
Jakarta tetap meliputi pulau Sumatera, bagian barat pulau Kalimantan, bagian 
barat Jawa Tengah hingga mengarah ke selatan dan mencakup Pulau Christmas 
milik Australia. Sedangkan FIR Ujung Pandang meliputi wilayah cakupan FIR 
Biak, dan FIR Bali sebelumnya serta wilayah udara Timor Leste dan sebagian 
Papuan Nugini.64  
Pengelolaan wilayah udara ini kemudian dilakukan oleh Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yaitu Air Navigation Indonesia (AirNav). Luas  total  
FIR  yang dikelola adalah 4.110.752 km2 berbanding dengan total luas wilayah 
Indonesia  5.193.252 km2, dengan jumlah lalu lintas penerbangan 9887 
movement/hari.65 
Gambar 3.2 Dua Flight Information Region Indonesia 
Sumber: indoavis.com 
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65 http://www.airnavindonesia.co.id/id/page/about/type/airspace diakses pada tanggal 1 November 
2015, pukul 20.35 WITA. 
3. Pendelegasian FIR di atas Kepulauan Riau kepada Singapura. 
Hingga saat ini, masih ada wilayah udara nasional yang dikelola oleh 
negara lain. Wilayah tersebut adalah wilayah kepulauan Riau. Kepulauan Riau 
adalah sebuah Provinsi yang terletak antara koordinat 1° 10' Lintang Selatan - 
5° 10' Lintang Utara dan 102° 50' - 109° 20' Bujur Timur. Provinsi Kepulauan 
Riau memiliki batas wilayah di sebelah Utara dengan Laut Cina Selatan, di 
sebelah Timur dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat, di 
sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, dan di 
Sebelah Barat dengan negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau. 
Kepulauan Riau mempunyai luas sebesar 252.601 km², namun sekitar 95% 
merupakan lautan dan hanya sekitar 5% daratan dan memiliki 2.408 pulau 
besar dan kecil, yang 30% diantaranya belum bernama dan berpenduduk.66 
Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki 
wilayah terluar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar 
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, wilayah 
terluar yang terdapat pada provinsi Kepulauan Riau berjumlah 16 titik dengan 
titik terluar adalah terletak di Pulau Senua Laut Cina Selatan (04° 00' 48" U 
108° 25' 04" T).67 Wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjorok di Laut Cina 
Selatan dan memisahkan antara wilayah Malaysia Barat dan Malaysia Timur. 
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 Kementrian Kehutanan. Profil Kehutanan 33 Provinsi Indonesia: Provinsi Kepulauan Riau. Hlm 
173. 
67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 38 
Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan 
Indonesia 
Wilayah udara yang terdapat di atas Provinsi Kepulauan Riau tersebut yang 
sampai saat ini masih dikelola oleh FIR Singapura.  
Gambar 3.3 Peta Provinsi Kepulauan Riau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Departemen Dalam Negri RI 
Dalam kasus ini, Indonesia mendelegasikan wilayah udaranya yang 
berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada Singapura. Pendelegasian 
ini memiliki dasar hukum internasional dan nasional. Menurut Annex 11 
tentang Air Traffic Service bagian 2.1.1 diatur mengenai pendelegasian FIR. 
Contracting States shall determine, in accordance with the provisions of 
this Annex and for the territories over which they have jurisdiction, those 
portions of the airspace and those aerodomes where air traffic services 
will be provided. They shall thereafter arrange for such services to be 
established and provided in accordance with the provisions of this 
Annex, except that, by mutual agreement, a State may delegate to another 
State the responsibility for establishing and providing air traffic services 
in flight information regions, control areas or control zones extending 
over the territories of the former.68 
 
Sementara dasar hukum nasional pendelegasian FIR nasional kepada 
negara lain adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2001 
tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan sebagaimana yang tercantum 
pada pada pasal 63: 
                                                          
68 Annex 11 Paragraph 2.1, Chicago Convention 1944 
(1) Menteri menetapkan batas-batas penggunaan ruang udara untuk 
kepentingan pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Indonesia. 
(2) Batas-batas penggunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat  (1) didasarkan pada perjanjian antarnegara dalam hal: 
a. Negara lain diberikan tanggung jawab atas pelayanan navigasi 
penerbangan di dalam wilayah udara Indonesia; atau 
b. Indonesia memperoleh tanggung jawab atas pelayanan navigasi 
penerbangan di luar wilayah udara Indonesia. 
(3) Pelaksanaan perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2), dilakukan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari 
instansi terkait.69 
 
Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan UU No. 1 Tahun 2009 
Tentang Penerbangan. Dalam Pasal 262 UU tersebut diatur mengenai 
pendelegasian FIR kepada negara lain:  
(1) Ruang udara yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 
ayat (4) huruf a meliputi: 
a. wilayah udara Republik Indonesia, selain wilayah udara yang 
pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain 
berdasarkan perjanjian; 
b. ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya 
didelegasikan kepada Republik Indonesia; dan 
c. ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan 
oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional kepada Republik 
Indonesia. 
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.70 
 
Pendelegasian wilayah udara di atas kepulauan Riau dan Natuna kepada 
pemerintah Singapura telah berlangsung sejak setahun setelah Indonesia 
merdeka yaitu pada tahun 1946. Pada awalnya hanya terdapat FIR Natuna yang 
terdiri dari tiga sektor yaitu sektor Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna. Ketiga 
sektor tersebut merupakan jalur penerbangan (airways) yang terdapat di 
regional Asia Pasifik dan kemudian dibentuk oleh negara-negara anggota 
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Keselamatan Penerbangan.  
70 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Op. Cit. 
ICAO pada tahun 1946. Negara Inggris kemudian ditunjuk untuk mengelola 
FIR tesebut hingga pada tahun 1965 pemerintah Inggris menyerahkannya 
kepada pemerintah Singapura ketika Singapura merdeka. 
Tahun 1946 merupakan tahun transisi pemerintahan Indonesia dari 
penjajahan Belanda sehingga Indonesia belum memiliki batas wilayah yang 
jelas dengan negara tetangga. Laut di sekitaran perairan Natuna masih 
merupakan lautan internasional (high seas).71 Oleh karena itu, ICAO menunjuk 
Singapura sebagai negara persemakmuran Inggris untuk mengelola FIR 
tersebut.72 
Pada tahun 1950 Indonesia resmi menjadi anggota ICAO dan otomatis 
menjadi negara pihak dalam Konvensi Chicago 1944. Pada sidang ASPAC 
RAN I yang diadakan sepuluh tahun sekali di Honolulu tahun 1973 tiga sektor 
yang berada dalam FIR Natuna kembali ditetapkan oleh ICAO berada di bawah 
pengelolaan Singapura. Singapura kemudian mendelegasikan pengelolaan FIR 
di sektor B dari 0 kaki dpl sampai ketinggian 20.000 kaki dpl kepada Malaysia. 
Kemudian FIR sektor C dikelola bersama oleh Singapura dan Malaysia. Sidang 
                                                          
71Pada tahun 1982 diberlakukan rezim Hukum Laut Internasional melalui United Nations 
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diukur 12 NM dari pulau-pulau terluar. Apalagi pada tahun 2009 pemerintah Indonesia 
sudah mendepositkan di PBB daftar koordinat titik-titik terluar wilayah Indonesia. Oleh 
karena itu, pemerintah merasa perlu untuk meninjau kembali pengelolaan FIR sektor A, B, 
C oleh Singapura di atas wilayah laut Indonesia. 
72 Kresno. “Flight Information Region” Majalah Forum Hukum, Volume 3 No. 2-6 dalam Zuraida, 
Evi. 2012. Tinjauan Yuridis FIR Singapura. Tesis. FH UI, Jakarta. Hlm 61. 
ASPAC RAN II tahun 1983 di Singapura masih menaruh pengelolaan FIR di 
atas wilayah kepulauan Riau dan Natuna kepada Singapura.73 
Pada sidang ASPAC III tahun 1993 di Bangkok, pemerintah Indonesia 
mengajukan proposal tentang perubahan batas FIR Jakarta dan FIR Singapura 
sekaligus mengajukan niat untuk mengambil alih pelayanan navigasi 
penerbangan di atas kepualaun Riau dan Natuna. Indonesia mengajukan 
working paper “AIS/FAC/3-WP/55 19/2/93 Agenda Item 5 Airspace 
Organization and ATS Units including en-route and terminal area Aids: “Re-
Alignment of Indonesian FIR”, atau “Working Paper No. 55”. Sidang ASPAC 
menyetujui bahwa Working Paper No. 55 dapat diterima. Namun, dengan 
adanya counter paper dari pihak Singapura, maka ICAO menyarankan agar 
masalah FIR ini diselesaikan secara bilateral oleh kedua belah pihak.74 
Penyelesaian bilateral antar dua negara ini kemudian menghasilkan 
perjanjian bilateral mengenai batas FIR Jakarta dan FIR Singapura. Pemerintah 
Indonesia diwakili oleh Directorate General of Civil Aviation (DGCA) 
bertemu dengan pemerintah Singapura yang diwakili oleh Civil Aviation 
Authority of Singapore (CAAS). Pertemuan tersebut dilaksanakan di 
Singapura. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan “Aggreement Between 
the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the 
Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the 
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Zuraida, Evi. Op Cit. Hlm 63.  
Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information 
Region.” Penandatanganan perjanjian tersebut kemudian dilakukan oleh mentri 
perhubungan kedua negara pada tanggal 21 September 1995 di Singapura. 
 Perjanjian bilateral tersebut mengatur batas FIR Jakarta dan FIR 
Singapura, pendelegasian wilayah udara kepulauan Riau dan Natuna kepada 
Singapura, prosedur koordinasi Air Traffic Control (ATC) serta pengaturan 
tarif pelayanan navigasi udara atau Route Air Navigation Services (RANS 
Charges). Wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna tersebut dibagi 
dalam tiga sektor, yaitu sektor A, B, dan C sesuai dengan article 2 perjanjian 
tersebut mengenai Airspace Delegation: 
1.  Concurrent with the  realignment  of the  boundary between  the 
Singapore FIR and the Jakarta FIR and subject to the existing 
procedures established in the Tanjung Pinang Control Area (zone), the 
Government of the Republic of Indonesia will delegate to Singapore an 
airspace of 90nm from SINJON (01°13'24"N 103°51 '24" E) and up to 
37,000 ft  within the realigned Jakarta FIR and south of Singapore, 
designated as Sector A, for the provision of air traffic services.  
2.  In  the  event that  the  Government of the  Republic of Indonesia 
implements the revision of its archipelagic boundaries in conformity with 
the provisions of UNCLOS, and as a result any part of its revised 
archipelagic and territorial water boundaries falls within Sector B (as 
detailed in, the Government of the Republic of Singapore will align its 
FIR boundary to take into account that  part of Indonesia's  revised  
archipelagic and territorial  water boundaries drawn in conformity with 
UNCLOS and falling within Sector B. The Republic of Indonesia will 
then delegate the area affected by the realignment, from sea level to 
unlimited height, to the Republic of Singapore. The northern boundary of 
Sector B (05°00'N 108°15'E, 05°00'N 108°00'E, 03°30'N 105°30'E, 
01°29'2l"N 104°34'41" E) accords with the FIR boundary realignment 
proposal submitted by the Government of the Republic of Indonesia in its 
Working Paper 55 presented to the Third Asia-Pacific Regional Air 
Navigation Meeting in April 1993.75 
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Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the 
Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region. Signed at 
21st September in Singapore. 
 
Perjanjian tersebut memberikan kewenangan kepada pihak Singapura 
untuk melayani navigasi udara pada sektor A dari ketinggian 0 kaki dpl hingga 
37.000 kaki dpl, sektor B dari ketinggian 0 kaki dpl sampai pada ketinggian 
tidak terhingga. Sedangkan sektor C masih dalam pembahasan antara 
pemerintah Singapura, Indonesia dan Malaysia. Selain itu, atas nama 
pemerintah Indonesia, pemerintah Singapura memungut RANS Charges pada 
sektor A kemudian menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia. Sedangkan 
sektor B masih dalam pembahasan dengan pemerintah Singapura dan 
Malaysia. 
Pada laporan kunjungan spesifik komisi I DPR RI ke pangkalan utama 
TNI Angkatan Laut IV / Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau tanggal 10 – 
11 desember 2010, dijabarkan kendala yang dihadapi TNI karena penguasaan 
kontrol wilayah udara ini: 
Kedaulatan  wilayah  udara  NKRI  di kawasan  Kepulauan  Riau  dan  
pulau-pulau terdepan  yang  berada  di  bawah  kendali  dan  tanggung  
jawab  Lantamal  IV, Guskamlaarmabar maupun Korem 033/WP terkesan 
tidak berdaya menghadapi kekuatan  udara  Singapura.  Singapura  
berkuasa  penuh  terhadap  sebagian wilayah  udara  Indonesia  yang  
berada  dalam  jangkauan  area  atau  radius penerbangannya. Akibatnya 
adalah: 
a.  Pesawat  penerbangan  sipil  atau  komersial  milik  Indonesia  tidak  
bisa melintasi  wilayah  udara  milik  Indonesia  yang  berada  dalam  area  
atau radius  penerbangan  Singapura  tanpa  seijin  petugas  pemantau 
penerbangan Singapura 
b.  Pesawat  tempur  yang  berfungsi  sebagai  pertahanan  tidak  dapat 
melaksanakan  tugasnya  secara  bebas  di  wilayah  NKRI  yang  masuk 
dalam  radius  penerbangan  Singapura  tanpa  seijin  dari  otoritas 
penerbangan  Singapura.  Hal  ini  sangat  membahaykan  karena  dalam 
kasus-kasus  emergency,  pesawat-pesawat  TNI  tidak  dapat  dengan 
cepat  melakukan  tugasnya.  Karena  itu,  perlu  kembali  diatur  
mengenai jalur udara tersebut dimana pesawat-pesawat militer TNI 
diberikan jalur khusus yang tidak perlu meminta ijin atau melapor kepada 
pihak otoritas penerbangan Singapura.76 
 
Gambar 3.4 FIR Singapura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Attachment Map of Aggreement Between the Government of the Republic of Indonesia 
and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary 
between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information 
Region 
 
Gambar 3.5 Sektor A dan B FIR Singapura 
 
 
 
 
 
Sumber: Attachment Map of Aggreement Between the Government of the Republic of Indonesia 
and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary 
between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information 
Region 
 
Perjanjian antar Indonesia dan Singapura tahun 1995 tersebut diratifikasi 
oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 
1996.  Merujuk pada article 7 perjanjian tersebut, batas berlakunya perjanjian 
itu adalah lima tahun setelah ditandatangani. Itu berarti perjanjian tersebut 
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Angkatan Laut Iv / Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau Tanggal 10 – 11 Desember 
2010. Hal. 8. 
telah berakhir pada tahun 2001 dan hingga kini belum ada peninjauan kembali 
terkait masalah FIR ini. 
Selain mendelegasikan pelayanan navigasi udara kepada Singapura, 
Indonesia juga memberikan hak komunikasi kepada Malaysia. Hak komunikasi 
tersebut tertuang dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah 
Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di 
Laut Teritorial dan Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang 
Terletak di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Perjanjian tersebut 
memberikan hak kepada Malaysia untuk melakukan komunikasi antar 
Malaysia barat dan Malaysia Timur atau sebaliknya. Perjanjian ini telah 
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 1 Tahun 1983.  
4. Route Air Navigation Charges (RAN Charges) 
Pelayanan navigasi udara atau Air Navigation Services merupakan jasa 
penerbangan yang dikenai biaya atau pajak. Pajak yang dipungut merupakan 
sumber pendapatan bagi sebuah negara. Indonesia yang mendelegasikan 
pelayanan navigasi udara kepada Singapura, mendelegasikan juga 
pengumpulan pajak atau RAN Charges kepada Singapura. 
Dasar hukum internasional mengenai RAN Charges adalah Annex 11 
Konvensi Chicago 1944. Selain itu, Konvensi Chicago 1944 Article 15 
“ICAO’s policies on Charges for Airports and Air Navigation Services” (Doc 
9082/7) dan “ICAO’s Manual on Air Navigation Services Economics” 
mengatur pedoman perhitungan Air Navigation Service Charge. Menurut Doc 
9082/7, charge adalah pungutan dalam rangka menutup kembali biaya-biaya 
dalam rangka pemberian fasilitas dan layanan kepada penerbangan (to recover 
the costs of providing facilities and services for aviation).77 
Biaya layanan penerbangan atau Air Navigation Service yang dimaksud 
dikenakan atas: a) manajemen lalu lintas udara (Air Traffic Management/ATM) 
yang terdiri dari pelayanan lalu lintas udara (Air Traffic Services/ATS), 
manajemen ruang udara (Airspace Management/ASM), dan manajemen arus 
lalu lintas udara (Air Tarffic Flow Management/ATFM); b) komunikasi, 
navigasi dan pengawasan (Communication, Navigation, and 
Surveillance/CNS); c) pelayanan informasi aeronautika (Aeronautical 
Information Service/AIS); d) pelayanan meterorologi penerbangan 
(Meteorological Services for Air Navigation/MET; dan e) pencarian dan 
pertolongan (Search and Rescue/SAR).78 
Kemudian pada Article 6 mengenai Air Navigation Charges, Aggreement 
Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of 
the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the 
Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information 
Region menyatakan bahwa: 
The Government of the Republic of Singapore shall collect on behalf of 
and for the Government of the Republic of Indonesia, air navigation 
charges on civil flights in the airspace delegated to Singapore by 
Indonesia. The rates of the air navigation charges in  the delegated 
airspace will be jointly agreed between Singapore and Indonesia and 
should be competitive with such charges levied internationally.79 
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Adapun pertemuan antara Ditjen Hubud sebagai perwakilan pemerintah 
Indonesia dengan otoritas penerbangan sipil Singapura (CAAS) dalam Minutes 
of Discussion (MoD) pada tanggal 22 Januari 1999 menghasilkan kesepakatan 
tarif RANS Charge periode September 1999 sampai Juni 2004. Sedangkan 
MoD tanggal 9 Oktober 2003 menghasilkan keputusan besaran tarif RANS 
Charge periode Juli 2004 hingga Juni 2008.80 
Secara nasional, Indonesia memiliki aturan mengenai penentuan RANS 
Charge. Pasal 276 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan: 
(1) Pesawat udara yang terbang melalui ruang udara yang dilayani 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (4) huruf a dikenakan biaya 
pelayanan jasa navigasi penerbangan. 
(2) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan 
navigasi penerbangan yang diberikan.81 
 
Jalur penerbangan di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna adalah 
jalur penerbangan yang sangat sibuk. Tercatat oleh SatRad (Satuan Radar) 212 
Natuna dan SatRad 213 Tanjung Pinang jumlah penerbangan pada FIR 
Singapura di atas wilayah Indonesia mencapai 2.500 penerbangan per bulan.82 
Ini merupakan potensi pendapatan besar bagi Indonesia. Apalagi sektor B dan 
C masih merupakan daerah yang bebas Charges sebab masih dibicarakan oleh 
pihak Singapura, Indonesia dan Malaysia.  
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Minutes of Discussion (MoD) yang telah dilaksana dua kali dan 
mempertemukan DitJen Perhubungan Udara dan CAAS menghasilkan besaran 
tarif jasa pelayanan navigasi udara. Besaran tersebut dapat dilihat dalam tabel 
berikut: 
Tabel 3.1 Tarif RANS Charges Tahun 1999-2003 
Tahun Tarif (dalam US$) 
1999 0.067 
2000 0.12 
  2001 0.19 
2002 0.25 
2003 (sampai April) 0.308 
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemhub RI 
Tabel 3.2 Tarif RANS Charges Tahun 2003-2008 
Tahun Tarif (dalam US$) 
2004 0.38 
2005 0.44 
2006 0.51 
2007 0.58 
2008 (mulai Mei) 0.65 
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemhub RI 
CAAS memungut jasa pelayanan navigasi terhadap setiap pesawat yang 
melintasi FIR sektor A, “All civil aircraft operating in the airspace within 90 
NM south of SINJON, from ground/sea level to FL370, will be levied a route 
air navigation services (RANS Charge). This airspace is referred to as Sector 
A.”83  
Sesuai dengan perjanjian bilateral kedua negara, pihak Singapura atas 
nama Indonesia mengumpulkan tarif jasa pelayanan navigasi udara pada FIR 
Singapura di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. CAAS kemudian 
menyerahkan tarif tersebut langsung kepada pemerintah Indonesia melalui 
Kementrian Perhubungan via transfer bank. Besaran penerimaan RANS 
Charges yang diterima oleh Indonesia sendiri masih simpang siur sebab 
terkendala oleh kurangnya tenaga terampil serta tidak adanya data pembanding 
yang dimiliki Ditjen Hubud. Semua data yang diperoleh merupakan data yang 
diberikan oleh pihak CAAS. Berikut adalah realisasi penerimaan RANS 
Charge dari CAAS: 
Tabel 3.3 Penerimaan dan Penyetoran RANS Charges (2004-2008) 
Tahun Penerimaan dari CAAS 
(Rp) 
Penyetoran ke Kas Negara 
(Rp) 
2004 (Mei-Des) 
2005 
2006 
2007 
2008 (Jan-Nop) 
16.282.818.886,85 
29.264.856.118,70 
35.077.778.166,80 
45.205.704.775,04 
46.083.917.573,10 
16.282.818.886,85 
29.264.856.118,70 
35.077.778.166,80 
45.205.704.775,04 
46.083.917.573,10 
Total 171.915.075.520,49 171.915.075.520,49 
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemhub RI 
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Tabel 3.4 Penerimaan dan Penyetoran RANS Charges (2009-2012) 
Tahun Penerimaan dari CAAS 
(RP) 
Penyetoran ke Kas 
Negara (RP) 
2009 
2010 
2011 
2012 (Jan-April) 
56.667.164.223,40 
56.031.747.822,15 
56.728.953.785,00 
24.171.958.587,00 
56.667.164.223,40 
56.031.747.822,15 
56.728.953.785,00 
24.171.958.587,00 
Total 193.599.824.417,55 193.599.824.417,55 
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemhub RI 
 
B. Dasar Hukum Pengambilalihan Flight Information Region  
Telah dipaparkan di atas bahwa wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau 
dan Natuna yang diambil alih pengelolaan FIR nya oleh Singapura sudah 
berlangsung sejak tahun 1946. Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya 
wilayah FIR ini sebab berimplikasi terhadap kedaulatan negara. Selain itu, 
wilayah udara jika dikelola dengan tepat, dapat menjadi salah satu sumber 
pendapatan negara. 
Pendelegasian FIR kepada negara lain memiliki landasan hukum, baik itu 
landasan hukum internasional maupun hukum nasinal. Begitu juga dengan 
pengambilalihan FIR. Dalam hukum internasional, pengambilalihan FIR terdapat 
pada Annex 11 Konvensi Chicago 1944. Chapter 2.1.1 menyatakan:  
Contracting States  shall  determine,  in  accordance  with  the provisions of  
this  Annex  and  for  the  territories  over  which they have  jurisdiction,  
those  portions  of  the  airspace  and those aerodromes  where  air  traffic  
services  will  be  provided. They shall  thereafter  arrange  for  such  
services  to  be established and  provided  in  accordance  with  the  
provisions  of this Annex,  except  that,  by  mutual  agreement,  a  State  
may delegate to  another  State  the  responsibility  for  establishing and 
providing  air  traffic  services  in  flight  information  regions, control areas  
or  control  zones  extending  over  the  territories  of the former.84 
 
Setiap negara pihak Konvensi Chicago 1944 berhak menentukan sendiri 
ruang pelayanan navigasi udara di atas wilayahnya sendiri. Namun, dengan alasan 
tertentu, misalnya ketidakmampuan dalam menyediakan teknologi navigasi udara, 
suatu negara dapat mendelaegasikan kepada negara lain pengelolaan ruang 
udaranya melalui mutual agreement. Perjanjian tersebut dapat sewaktu-waktu 
dibatalkan oleh kedua negara jika dikehendaki. Hal ini tercantum dalam note 
Chapter 2.1.1 Annex 11 Konvensi Chicago 1944: 
If  one  State  delegates  to  another  State  the responsibility for the 
provision  of  air  traffic  services  over  its territory, it  does  so  without  
derogation  of  its  national sovereignty. Similarly, the  providing  State's  
responsibility  is limited to  technical  and  operational  considerations  and 
does not  extend  beyond  those  pertaining  to  the  safety  and expedition of  
aircraft  using  the  concerned  airspace. Furthermore, the  providing  State  
in  providing  air  traffic services within  the  territory  of  the  delegating  
State  will  do  so in accordance  with  the  requirements  of  the  latter  
which  is expected to  establish  such  facilities  and  services  for  the  use of 
the  providing  State  as  are  jointly  agreed  to  be  necessary.  It is further  
expected  that  the  delegating  State  would  not withdraw or  modify  such  
facilities  and  services  without  prior consultation with  the  providing  
State.  Both  the  delegating and providing  States  may  terminate  the  
agreement  between them at any time.85 
 
Selanjutnya, pendelegasian tersebut dapat dievaluasi dan kemudian 
diambilalih sesuai dengan pasal 458 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan: 
Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi 
penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian 
sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan 
navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang 
Undang ini berlaku.86 
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C. Kesiapan Pemerintah Indonesia  
Kesiapan pemerintah Indonesia untuk mengambilalih pelayanan navigasi 
udara ini harus didukung oleh langkah strategis yang tepat. Sebab, bagi Indonesia, 
permasalahan ini bukan saja terkait perihal operasional penerbangan, tetapi juga 
terkait masalah kedaulatan. Oleh karena itu, Kementrian Pertahanan menegaskan 
langkah strategis yang perlu ditempuh: 
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya kewenangan 
pengelolaan FIR tersebut adalah; pertama, mempersiapkan SDM yang siap 
mengelola FIR tersebut. Kedua, membangun infrastruktur baik 
berupa hardware maupun software yang diperlukan dalam 
penanganan/pengendalian navigasi penerbangan di atas Kepulauan Natuna 
dan Kepulauan Riau. Ketiga, Indonesia harus dapat menjadi anggota ICAO 
(International Civil Aviation Organization) sebagai alat memudahkan 
langkah dipomasi dalam upaya pengambilalihan FIR tersebut. Keempat, 
pengambilalihan FIR ini bukan merupakan tanggung jawab salah satu 
Kementerian/Lembaga tetapi merupakan tanggung jawab negara, yang 
hanya dapat diselesaikan dengan jalur diplomasi.87 
 
1. Teknologi Air Traffic Service (ATS) Indonesia 
Dalam rangka pengambilalihan FIR di atas Kepualauan Riau dan Natuna, 
pemerintah Indonesia menyediakan dan meningkatkan peralatan pendukung 
navigasi udara. Sesuai dengan mandat Konvensi Chicago 1944, negara pihak 
wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan navigasi 
penerbangan. Dalam Annex 4 Konvensi Chicago 1944, tentang Air Traffic 
Service (ATS) tercantum komponen-komponen yang seharusnya termasuk 
dalam sistem ATS, yaitu: 
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a. The radio navigation aids associated with the  ATS  system together 
with  their  names,  identifications,  frequencies  and  geographical 
coordinates in degrees, minutes and seconds; 
b. In respect of DME, additionally the elevation of the  transmitting 
antenna of the DME to the nearest 30 m (100 ft); 
c. An indication of  all  designated  airspace,  including  lateral  and 
vertical limits and the appropriate class of airspace; 
d. All ATS routes for en-route  flight  including  route  designators, the 
track to the nearest degree in both directions along each segment of the 
routes and, where established, the designation of the navigation 
specification(s) including any limitations and the direction of traffic flow; 
e. All  significant  points  which  define  the  ATS  routes  and  are  not 
marked by the position of a radio navigation aid, together with their 
name-codes  and  geographical  coordinates  in  degrees,  minutes  and 
second.88 
 
Dengan wilayah yang sangat luas, Indonesia membutuhkan fasilitas 
untuk mengelola ruang udaranya terutama untuk memberikan pelayanan 
navigasi bagi pesawat-pesawat udara yang melintasinya. Pemerintah telah 
membangun berbagai macam fasilitas pendukung penerbangan di seluruh 
wilayah Indonesia. Misalnya, untuk mendukung beroperasinya ATS dengan 
baik, maka pemerintah membangun 175 Non-Directional Beacon (NDB) yang 
tersebar di seluruh bandar udara. NDB ini adalah peralatan suar yang bertempat 
di darat yang dapat mengirimkan sinyal radio kepada pesawat. Sinyal tersebut 
yang digunakan oleh pilot untuk menentukan posisinya.89 
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Gambar 3.6 Persebaran NDB di Indonesia 
 
 
 
 
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI 
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memasang 75 buah Very High 
Frequency Omnidirectional Radio Range/Distance Measuring Equipment 
(VOR/DME). VOR merupakan radio navigasi pesawat yang digunakan untuk 
menentukan posisi pesawat dan tetap tersambung dengan ATC. VOR dibangun 
berdekatan dengan DME. Versi terbaru dari VOR adalah DVOR yang 
memberikan sinyal lebih berkualitas disbanding dengan versi terdahulunya.90  
Gambar 3.7 Persebaran DVOR/DME di Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI 
 
Peralatan lain yang dibutuhkan untuk ATS adalah Radar. Dalam 
manajemen navigasi penerbangan Indonesia, radar dibagi menjadi dua jenis, 
yaitu Primary Surveillance Radar (PSR) dan Secondary Surveillance Radar 
(SSR). Dengan perkembangan teknologi, SSR kemudian ditingkatkan menjadi 
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Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR). Indonesia memiliki 36 
radar yang tersebar di seluruh wilayahnya.91 
Gambar 3.8 Persebaran Radar (PSR/MSSR) di Indonesia 
 
 
 
   
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI 
Untuk mendukung kinerja radar, dibutuhkan Automatic Dependent 
Surveillance Broadcast (ADS-B). ADS-B merupakan peralatan  di mana setiap 
pesawat udara, kendaraan bandara, dan objek lainnya yang berkepentingan 
dapat mengirimkan atau menerima data identifikasi, posisi dan data pendukung 
lainnya. Indonesia memiliki 30 ADS-B yang tersebar di seluruh wilayah.92 
Gambar 3.9 Persebaran ADS-B di Indonesia 
 
 
 
Sumber: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI 
Semua peralatan tersebut kemudian terintegrasi dalam sebuah sistem 
yang dinamakan Air Traffic Service Surveillance System. ATS Surveillance 
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System merupakan sistem berbasis darat yang digunakan untuk 
mengidentifikasi pesawat udara.  ATS Surveillance System digunakan oleh Air 
Traffic Controller (ATC) untuk mengawasi dan mengatur setiap pesawat yang 
melintas di wilayah mereka. Selain itu, sistem ini digunakan juga oleh pesawat 
untuk menentukan posisi mereka ketika terbang. 
Dengan adanya pembagian sektor pelayanan navigasi udara pada FIR 
Singapura di atas kepulauan Riau dan Natuna, maka pemerintah Indonesia 
secara bertahap membangun fasilitas penerbangan dan navigasi udara di sektor 
tersebut. Sektor A, B dan C merupakan sektor yang berbatasan dengan FIR 
Jakarta. Sementara, di bawah sektor tersebut terdapat lima bandar udara yang 
dikelola oleh PT. Angkasa Pura II yaitu; bandar udara Hang Nadim Batam 
yang merupakan bandar uadara kelas satu sebab memiliki landasan pacu 
terpanjang di Asia Tenggara (panjang 4.025 m, lebar 45 m)93, bandar udara 
Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, bandar udara Ranai Natuna, bandar 
udara Sei Bati Tanjung Balai Karimun, dan bandar udara Matak Tarempa.94  
2. Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital bagi 
penerbangan terutama untuk pemandu penerbangan. Pada laporan kunjungan 
kerjanya di bandara Hang Nadim, Batam, Tim Panja Komisi V menyatakan 
posisi penting sumber daya manusia dalam penerbangan: 
Soal  pengambilalihan  membutuhkan  waktu  dan  persiapan.  Pesawat  
di  sekitar  Batam ada  ribuan  pesawat.  Untuk  itu  kemampuan  
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teknologi  dan  SDM  Indonesia  untuk mengurusi kepadatan 
penerbangan di atas Kepri dan Natuna  harus terus ditingkatkan untuk 
bisa mengimbangi teknologi dan SDM Singapura.95  
 
Sumber daya manusia penerbangan yang dimaksud salah satunya adalah 
pemandu penerbangan. Pemandu penerbangan disebut sebagai Air Traffic 
Controller (ATC). Tugas ATC sebagai pemandu lalu lintas udara adalah: 
a)  prevent collisions between aircraft;  
 b)  prevent collisions between aircraft on the manoeuvring area and 
obstructions on that area;  
 c)  expedite and maintain an orderly flow of air traffic;  
 d)  provide advice and information useful for the safe and efficient 
conduct of flights;  
 e)  notify appropriate organizations regarding aircraft in need of search 
and rescue aid, and assist such organizations as  
required.96 
 
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut seorang petugas ATC harus 
memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pasal 292 UU No. 1 
Tahun 2009 Tentang Penerbangan mewajibkan setiap personel navigasi 
penerbangan memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. Lisensi atau sertifikat 
tersebut harus diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan oleh lembaga yang 
diakreditasi oleh mentri.97  
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu staf 
AirNav, diperoleh informasi bahwa seorang ATC perlu menguasai bahasa 
Inggris yang standarnya sudah ditetapkan oleh ICAO. Standar minimal 
penguasaan bahasa Inggris oleh ATC adalah level 4. Selain bahasa Inggris 
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yang fasih, sangat dihindarkan juga penggunaan dialek daerah dalam 
komunikasi penerbangan karena dapat mengganggu kejelasan komunikasi antar 
ATC dan pilot.98 
Pilot-pilot yang melintas di wilayah FIR Jakarta menemukan bahwa 
kemampuan bahasa Inggris sesuai standar ICAO petugas ATC Indonesia belum 
memadai dan penggunaan dialek serta intonasi yang menimbulkan penafsiran 
berbeda.99 Selain kemampuan bahasa Inggris yang belum memadai, terdapat 
beberapa poin yang menjadi kekurangan petugas ATC Indonesia, yaitu: 
1. Giving  complete  clearance  including  initial  transfer  and  
transition  arrival.  
2. Suggesting  pilot  to  cross  over  certain  point  in  certain  time  to  
reduce  vector  or holding, informing the expected approach time after 
holding within radar control,  
3. Giving number  of sequence  for landing and  informing  distance 
from touchdown,  
4. Informing  the  latest  meteorological  condition  in  Approach  
Control  Unit  (APP) and  not  only  by  ATIS  (Automatic  Terminal  
Information  Service),   
5. Performing coordination between ATS Unit to create excellent air 
traffic  flow,  
6. Giving instruction  to  avoid  bad  weather  and  always  
maintaining  watch  the movement of the aircraft while avoiding bad 
weather,  
7. Not having  capability to  speak such language or languages 
without accent or impediment which would adversely affect  radio  
communication,  performing  good  ICAO  English  Proficiency.   
8. Not calm and steady when their Radar Control is fail or  when 
communication between pilot and ATC is failure.100 
 
Kendala komunikasi ini juga berimbas pada koordinasi antara personil 
ATC dan Pilot. ATC Indonesia dinilai lebih pasif dalam menuntun pilot. 
Komunikasi yang terbangun antara ATC Indonesia dengan pilot lebih terkesan 
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searah dan menunggu inisiatif dari pilot. Misalnya, jika ada kendala cuaca, 
pilot yang pertama kali memberi tahu kepada pihak ATC Indonesia.101  
Selain masalah kualitas, Indonesia juga kekurangan personil ATC. 
Kekurangan ini disebabkan sedikitnya sekolah atau institut yang menghasilkan 
personil ATC. Di Indonesia hanya terdapat empat sekolah atau instansi yang 
menghasilkan lulusan ATC yaitu, Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan 
(ATKP) Medan, Makassar, Surabaya dan Sekolah Tinggi Penerbangan 
Indonesia di Curug, Tangerang.102 Sejauh ini jumlah personil ATC yang 
dimiliki oleh AirNav Indonesia adalah 2.889 orang dari kebutuhan efektif 
4.350 orang.103 
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BAB IV 
PENGAMBILALIHAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN PADA 
FIR SINGAPURA DI ATAS KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA 
A. Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia                      
1. Peluang bagi Indonesia 
Penulis membagi peluang Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian 
masalah pendelegasian FIR ini kedalam tiga aspek, yaitu aspek kedaulatan, 
aspek hukum, dan aspek teknologi. Ketiga aspek ini mengambil peran besar 
dalam penyelesaian masalah ini. Ketiganya tidak terpisah bahkan saling 
bekaitan dan melengkapi.  
a. Aspek Kedaulatan 
Kedaulatan merupakan sifat yang melekat pada sebuah negara yang 
merdeka. Negara kedaulatan hadir kemudian ketika disepakatinya 
perjanjian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun antara penguasa 
daerah dan kekaisaran bersama kepausan. Perjanjian itu juga 
menandakan kemenangan penguasa daerah (para pangeran) terhadap 
wilayah kerjaannya sendiri tanpa campurtangan atau intervensi 
kekaisaran dan kepausan lagi. 
Prinsip dari negara kedaulatan ini adalah tidak diakuinya intervensi 
atau eksistensi kedualatan sebuah negara dalam wilayah negara lain. 
Wilayah negara baik itu udara, darat, maupun laut merupakan 
tanggungjawab sekaligus hak sebuah negara berdaulat. Setiap negara 
wajib menjalankan yurisdiksinya sekaligus berhak mengelola wilayahnya 
tersebut dengan memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Kedaulatan sebuah negara berdaulat tidak dapat dibagi 
apalagi didelegasikan kepada negara lain. Sebab mengakui adanya 
eksistensi kedaulatan negara lain dalam wilayah sendiri berakibat pada 
berkurangnya kedaulatan negara yang bersangkutan.  
Rejim Hukum Udara Internasional menganut paham air 
sovereignty yang berarti pengakuan hukum internasional terhadap 
kedaulatan udara tiap negara. Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dengan 
jelas menjamin kedaulatan utuh dan lengkap wilayah udara sebuah 
negara. Sejalan dengan Konvensi Chicago 1944, Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Indonesia 
berdaulat penuh dan ekslusif atas wilayah udaranya.  
Kasus pendelegasian pelayanan navigasi penerbangan di atas 
Kepulauan Riau kepada Singapura merupakan masalah yang sangat 
rumit. Sebab, permasalahan ini tetap menyerempet aspek kedaulatan 
negara, meskipun FIR hanya menyangkut masalah teknis pelayanan 
navigasi penerbangan. Pemerintah Singapura atas dasar amanat Konvensi 
Chicago 1944 wajib menyediakan fasilitas pelayanan navigasi udara bagi 
pesawat udara yang melintas di atas wilayah Kepulauan Riau dan 
Natuna. Sementara hak negara Singapura adalah antara lain memungut 
biaya jasa pelayanan navigasi udara di atas wilayah tersebut atas nama 
pemerintah Indonesia dan mengatur lalu lintas penerbangan baik itu 
penerbangan sipil maupun kenegaraan. Pengaturan tersebut termasuk 
mendelegasikan lagi wilayah tersebut kepada negara lain seperti kasus 
sektor C yang tidak masuk dalam perjanjian yang didelegasikan kepada 
pemerintah Malaysia menyangkut masalah hak komunikasi antara 
Malaysia Barat dan Malaysia Timur. 
Pengaturan navigasi wilayah udara yang dilakukan oleh Singapura 
tersebut mendatangkan dampak yang buruk bagi kedaulatan Indonesia. 
Contohnya, ketika pesawat yang ditumpangi mentri pertahanan Indonesia 
pada tahun 1991 dipaksa mendarat oleh ATC Singapura ketika melintas 
di atas wilayah Natuna. Jika ada penerbangan militer atau kenegaraan 
yang akan melintasi wilayah FIR tersebut, maka pihak kementrian 
perhubungan Indonesia harus memberitahukan kepada otoritas 
Singapura. Otoritas Singapura dalam hal ini CAAS kemudian akan 
menindaklanjuti dengan memberitahukannya kepada seluruh 
penerbangan. Pemerintah Singapura berhak menentukan wilayah 
terlarang bagi aktivitas militer Indonesia di wilayah FIR yang 
didelegasikan dengan alasan keamanan penerbangan sipil.  
Selain itu, Singapura berpotensi melakukan tindakan pelanggaran 
kedaulatan akibat otoritasnya di wilayah tersebut. Pelanggaran 
kedaulatan yang dimaksud adalah manuver-manuver pesawat militer 
Singapura yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak militer 
Indonesia. Manuver-manuver tersebut berpotensi menimbulkan kegiatan 
spionase yang membahayakan keamanan negara Indonesia. 
Wilayah udara Kepulauan Riau merupakan wilayah udara strategis 
karena berbatasan dengan tiga negara dan terletak pada jalur Selat 
Malaka. Nilai startegis inilah yang membuat keberadaan FIR di wilayah 
udara Kepulauan Riau ini berarti bagi tiga negara, Indonesia, Malaysia, 
dan Singapua. Kepentingan tiga negara bertubrukan di wilayah ini 
sehingga daerah ini disebut sebagai critical border. Maka, kasus 
pendelegasian FIR ini juga merupakan masalah kedaulatan. 
Lain halnya jika dibandingkan dengan kasus wilayah udara di atas 
Kepulauan Christmas milik Australia yang dikontrol oleh FIR Jakarta. 
Pulau Christmas kurang memiliki nilai strategis jika dibandingkan 
dengan Kepualuan Riau. Jalur penerbangan di atas wilayah Pulau 
Christmas lebih sepi dibandingkan dengan jalur penerbangan di atas 
Kepulauan Riau. Pesawat udara milik Australia merasa tidak perlu untuk 
melaporkan flight plan kepada ATC Jakarta jika melintas di atas Pulau 
Christmas sebab tidak ada perjanjian bilateral antara Australia dan 
Indonesia menyangkut FIR di atas Pulau Christmas. 
Adanya otoritas Singapura di wilayah negara Indonesia ini 
mengindikasikan terbaginya kedaulatan negara kepada negara lain. 
Padahal, menurut Dr. Ni’matul Huda, kedaulatan sebuah negara bersifat 
permanen, tidak dapat dibagi-bagi, tunggal, dan tidak terbatas. Sehingga 
keberadaan otoritas Singapura meskipun dalam hal teknis di wilayah 
Indonesia meyalahi aspek atau sifat kedaulatan sebuah negara. 
Negara Republik Indonesia memiliki kepentingan nasional yang 
perlu diperjuangkan. Namun, pencapaian tujuan nasional tersebut tidak 
dapat terlaksana dengan maksimal jika masih terdapat campurtangan 
negara lain dalam urusan dalam negri. Oleh karena itu, pencapaian 
kepentingan nasional tersebut harus sejalan dengan tegaknya kedaulatan 
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b.  Aspek Hukum Internasional 
Aspek berikutnya adalah aspek hukum internasional. Tidak dapat 
dihindari bahwa timbulnya kedaulatan di antara negara-negara di dunia 
ini juga melahirkan perjuangan kepentingan nasional yang sengit. 
Kedaulatan melahirkan sistem anarki internasional di mana kepentingan 
nasional negara-negara bertumbukan di arena politik internasional.  
Untuk meminimalisir konflik, maka hukum internasional berperan 
untuk mengatur kekuasaan di antara negara-negara yang berdaulat. 
Menurut Stephen Krasner sendiri hukum internasional memiliki 
pengertian kedaulatan yang merujuk pada praktek-praktek saling 
pengakuan di atara entitas politik yang memiliki kemerdekaan hukum. 
Setiap negara yang berdaulat dan merdeka memiliki persamaan hukum 
dan hak untuk diakui oleh negara lain. 
Hukum internasional tidak menegasikan kedaulatan sebuah negara. 
Justru dasar pembuatan hukum internasional adalah pengakuan atas 
negara-negara yang berdaulat. Menurut Morgenthau, ada empat aspek 
yang sama sekali tidak mempengaruhi kedaulatan sebuah negara di 
hadapan hukum internasional. Keempat aspek tersebut menyangkut 
kedaulatan yang tidak pernah lepas dari pengendalian hukum, jumlah 
peraturan tidak akan mengurangi kedaulatan, kedaulatan bukan 
merupakan kesetaraan hak dan kewajiban negara di hadapan hukum 
internasional, dan terakhir adanya kesalingtergantungan antarnegara tidak 
mempengaruhi kedaulatan.  
Dalam kasus FIR ini, benturan antara kepentingan nasional 
Indonesia dan Singapura menyangkut pengelolaan wilayah udara ini 
telah diatur oleh hukum internasional yaitu Konvensi Chicago 1944 dan 
annex 11 Konvensi Chicago 1944. Konvensi tersebut telah mengatur 
secara rinci mengenai hubungan antar negara terkait pengelolaan wilayah 
udara. Konvensi tersebut juga mengamanatkan dibentuknya lembaga 
penerbangan internasional yang akan mengawasi dan mengembangkan 
penerbangan internasional yaitu ICAO. 
Konvensi Chicago 1944 dan ICAO kemudian menyerahkan 
sepenuhnya permasalahan FIR kedua negara ini pada kebijakan masing-
masing. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura 
merujuk pada annex 11 mengadakan perjanjian bilateral pada tanggal 21 
September 1995 yaitu, Aggreement Between the Government of the 
Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore 
on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight 
Information Region and the Jakarta Flight Information Region. 
Perjanjian tersebut mengatur batas antara FIR Jakarta dan FIR 
Singapura. Perjanjian tersebut juga mengatur pendelegasian sektor A, 
dan B kepada pengelolaan Singapura. Sementara sektor C tidak termasuk 
dalam perjanjian. Pada tahun 1996, pemerintah mengesahkan perjanjian 
tersebut melalui Keppres No. 7 Tahun 1996.  
Titik lemah Singapura dan peluang besar Indonesia dalam 
pengambilalihan FIR ini terletak pada Article 7 Aggreement Between the 
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the 
Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary between the 
Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information 
Region. Dalam  pasal tersebut tercantum bahwa perjanjian tersebut 
berakhir lima tahun setelah penandatanganan yang berarti telah berakhir 
sejak tanggal 21 September 2000. 
Pihak Singapura melihat berbeda perjanjian ini. Mereka merujuk 
pada article 10 bagian entry to force yang mengatakan bahwa perjanjian 
ini berlaku jika; pertama, diratifikasi oleh kedua negara; kedua, disetujui 
oleh ICAO. Sementara ICAO belum menyetujui perjanjian bilateral 
kedua negara ini karena ada klaim keberatan dari pemerintah Malaysia. 
Pemerintah Indonesia merujuk article 7 berusaha mengajak Pemerintah 
Singapura untuk meninjau kembali keberadaan FIR ini, namun 
Pemerintah Singapura tetap berkeras bahwa perjanjian ini belum berlaku 
sebab belum disetujui oleh ICAO. 
Selama ini, sejak tahun 2000, FIR yang didelegasikan kepada 
pemerintah Singapura tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebab 
menurut pendekatan hukum internasional, suatu perjanjian internasional 
tidak berlaku lagi jika sudah berakhir masa berlakunya. Pendelegasian ini 
telah menyalahi ketentuan yang terdapat dalam annex 11 Konvensi 
Chicago 1944:  
Contracting States shall determine, in accordance with the 
provisions of this Annex and for the territories over which they 
have jurisdiction, those portions of the airspace and those 
aerodomes where air traffic services will be provided. They shall 
thereafter arrange for such services to be established and provided 
in accordance with the provisions of this Annex, except that, by 
mutual agreement, a State may delegate to another State the 
responsibility for establishing and providing air traffic services in 
flight information regions, control areas or control zones extending 
over the territories of the former.104 
 
Disebutkan bahwa suatu negara dapat mendelegasikan pelayanan 
navigasi udara di atas wilayah teritorialnya kepada negara lain melalui 
perjanjian. Dasar hukum ini bisa menjadi pondasi yang kuat bagi 
Indonesia untuk mengambilalih pelayanan navigasi tersebut apalagi 
perjanjian MTA antara Singapura dan Indonesia yang berkaitan dengan 
FIR ini juga telah berakhir pada tahun 2003.105 
 
 
                                                          
104 Annex 11 Paragraph 2.1, Chicago Convention 1944 
105 Military Training Area antara Indonesia dan Singapura dilanjutkan pada tahun 2007 melalui 
Defence Cooperation Agreement (DCA). DCA melegitimasi Singapura dan negara ketiga 
untuk melakukan latihan militer di tiga wilayah Indonesia di sekitar Kepulauan Riau. 
Latihan tersebut meliputi tes laik terbang, latihan matra udara, manuver laut AL 
Singapura, dan penembakan rudal. Isi DCA ini menempatkan Indonesia pada posisi yang 
tidak menguntungkan dan memberikan dampak negatif bagi keamanan negara. Perjanjian 
ini berlaku selama 25 tahun. 
c.  Aspek Teknologi 
Aspek berikutnya adalah aspek teknologi yang menjadi alasan 
Singapura untuk tetap mengelola wilayah FIR tersebut. Keterbatasan 
peralatan dan teknologi Indonesia menyebabkan pemerintah harus rela 
untuk mendelegasikan wilayah udara tersebut sejak tahun 1946. Di 
tahun-tahun berikutnya, teknologi penerbangan Indonesia masih 
tertinggal jauh dari Singapura sehingga FIR tersebut masih dikuasai 
Singapura hingga saat ini. Perbedaan teknologi tersebut terutama terlihat 
dari teknologi radar yang digunakan oleh masing-masing negara. 
Singapura sudah memanfaatkan radar yang ditempatkan di udara yang 
jangkauan dan keakuratannya stabil, sementara Indonesia masih 
menggunakan radar berbasis darat. 
Pemerintah Indonesia telah membangun fasilitas penerbangan 
seperti bandar udara, penambahan perangkat radar, pengintegrasian radar 
militer dan sipil, serta menerbitkan berbagai macam peraturan mengenai 
keselamatan penerbangan. Tercatat ada lima bandar udara yang terdapat 
pada sektor yang didelegasikan kepada pemerintah Singapura. Kelima 
bandar udara tersebut telah diakui ICAO dan memiliki kode ICAO 
masing-masing.  
Pemerintah Indonesia telah memenuhi standar Annex 11 Konvensi 
Chicago 1944 untuk mengelola FIR. Terbukti dengan adanya dua 
wilayah FIR yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah Indonesia 
yang mencakup juga wilayah Australia (Pulau Christmas), Timor Timur, 
dan sebagian wilayah Papua Nugini. Selain itu, Pemerintah Indonesia 
melalui Kementrian Perhubungan telah melengkapi informasi dan standar 
pelayanan navigasi udara seperti standar operasional bandara, sistem 
peringatan, standar pencarian dan penyelamatan, dan informasi mengenai 
data meteorologi dan geofisika.   
Untuk kuantitas radar, pemerintah telah membangun 175 radar 
kelas Non-Directional Beacon, 75 radar kelas Very High Frequency 
Omnidirectional Radio Range/Distance Measuring Equipment 
(VOR/DME) yang telah ditingkatkan menjadi DVOR/DME. Untuk 
teknologi radar utama, pemerintah telah membangun 36 stasiun radar 
Primary Surveillance Radar/Secondary Surveillance Radar-Monopulse 
Surveillance Radar (PSR/SSR-MSSR) yang dilengkapi dengan 
Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B). Dengan 
teknologi ini, Indonesia telah memenuhi standar ICAO untuk mengelola 
FIR. 
Pemerintah Indonesia masih akan terus meningkatkan teknologi 
pelayanan navigasi penerbangan mengikuti perkembangan teknologi 
penerbangan internasional. Pemerintah masih memiliki waktu untuk 
mempersiapkan pengambilalihan FIR ini sebab menurut UU No. 1 Tahun 
2009, batas waktu pengambilalihan FIR adalah 15 tahun sejak 
diundangkan. Itu berarti pemerintah masih memiliki waktu hingga tahun 
2024 untuk mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan.  
Aspek hukum internasional dan kedaulatan dalam kasus ini 
merupakan landasan ide pemerintah Indonesia untuk mengambilalih 
pelayanan navigasi udara di atas kepulauan Riau. Sebab, pendelegasian 
ini sudah tidak memiliki lagi landasan hukum yang jelas. Selain itu, 
pendelegasian FIR yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas 
merupakan pelanggaran terhadap annex 11 Konvensi Chicago 1944. 
Penguasaan Singapura atas FIR di atas kepulauan Riau sudah 
berlangsung puluhan tahun. Selama penguasaan tersebut, Indonesia 
mengalami banyak kerugian, baik itu dari segi ekonomi maupun 
pertahanan keamanan. Oleh karena itu, pengambilalihan pelayanan 
navigasi udara ini harus menjadi agenda utama pemerintah Indonesia 
menyambut kawasan integrasi ekonomi ASEAN.  
2. Tantangan dan Kendala bagi Indonesia 
Dalam upaya mengambil alih pelayanan navigasi penerbangan di 
kawasan udara Kepulauan Riau, terdapat beberapa tantangan dan kendala 
yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, yaitu: 
a.  Malaysia 
Wilayah pelayanan navigasi penerbangan di atas Kepulauan Riau 
yang didelegasikan kepada pihak Singapura memang berbatasan dengan 
tiga negara yaitu, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Sehingga 
permasalahan ini juga turut melibatkan negara Malaysia. Keterlibatan 
Malaysia dalam masalah ini berkaitan dengan kepentingan nasional 
Malaysia sendiri terhadap Indonesia. 
Pemerintah Indonesia pada tahun 1982 menandatangani pejanjian 
bilateral dengan Malaysia menyangkut Rejim Hukum Negara Nusantara 
dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta 
Ruang Udara di atas Laut Teritorial. Perjanjian tersebut kemudian 
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 1 Tahun 1983. Perjanjian ini mengakui hak-hak negara 
Malaysia terkait perhubungan antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur 
baik melalui laut maupun melalui darat. 
Oleh karena itu, berdasarkan perjanjian ini, Malaysia kemudian 
mengklaim suatu wilayah udara di atas Kepulauan Riau (sektor B dan C) 
untuk dijadikan wilayah lintasan penerbangannya. Pada RAN Meeting I 
tahun 1971 di Honolulu, Singapura mendelegasikan sektor B kepada 
pengelolaan Malaysia. Singapura berhak mengelola pada ketinggian di 
atas 24.500 feet dpl sedangkan Malaysia berhak mengelola pada 
ketinggian 0 sampai 24.500 feet dpl. Sektor B ini akan diserahkan kepada 
Indonesia jika pemerintah sudah merevisi batas-batas terluar dan 
mendepositkannya ke PBB sesuai dengan UNCLOS 1982. 
Keterlibatan Malaysia dalam masalah ini merupakan kendala 
yang besar bagi pemerintah Indonesia. Perjanjian bilateral Indonesia-
Singapura pada tahun 1995 tentang batas FIR Jakarta dan FIR Singapura 
serta pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau belum disetujui oleh 
ICAO hingga sekarang. Penyebabnya adalah adanya keberatan dari 
pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia meminta pemerintah 
Indonesia untuk merevisi kembali batas-batas terluar wilayah Indonesia 
dan mendepositkannya ke sekjen PBB. 
Sebenarnya pemerintah Indonesia telah melakukan permintaan 
Malaysia tersebut. Melalui PP No. 37 Tahun 2008 pemerintah merevisi 
PP No. 38 Tahun 2002 mengenai koordinat geografis titik-titik garis 
pangkal pulau-pulau terluar Indonesia. Pada bulan Maret 2009, 
pemerintah Indonesia telah mendepositkan daftar tersebut ke PBB. 
Namun, pendepositan tersebut membutuhkan waktu sebab harus melalui 
proses survei dan verifikasi serta menelan biaya yang besar. Tantangan 
alam juga menjadi kendala sebab seringkali terjadi adanya pulau-pulau 
yang tenggelam atau muncul dalam masa pendepositan itu sehingga 
butuh waktu lagi untuk mengukurnya. 
Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan merupakan faktor pendorong 
perlunya ditinjau kembali masalah perbatasan laut antara Malaysia dan 
Indonesia. Letak kepentingan Malaysia pada kasus ini bukan hanya 
terkait masalah hak komunikasi, pelayaran, dan penerbangan antara dua 
wilayah Malaysia yang terpisah, melainkan juga mengenai perbatasan. 
Terutama perbatasan negara yang terdapat di kawasan Ambalat yang 
hingga saat ini masih menjadi sengketa. Malaysia masih menuntut 
pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan mercusuar di 
Pulau Karang Unarang yang diklaim Malaysia berdasarkan peta yang 
dibuat sepihak tahun 1970. Sebagai gantinya, Malaysia bersedia 
memberikan pengelolaan wilayah udara pada sektor B dan C kepada 
pemerintah Indonesia. 
b.  Singapura 
Singapura sebagai negara penerima amanat juga menjadi kendala 
bagi pemerintah Indonesia. Selain lebih maju di bidang teknologi dan 
sumber daya manusia di bidang pelayanan navigasi penerbangan, 
Singapura juga sukses menjadi bagian dari penentu kebijakan pada 
organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO). Singapura sukses 
menempatkan dirinya pada Council tingkat dua ICAO. 
Dengan duduknya Singapura di Council, maka Singapura 
memiliki posisi strategis dalam mengkaji dan mengambil keputusan 
mengenai masalah penerbangan. Selain itu, pemerintah Singapura 
menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dan prosedur pelayanan navigasi 
negaranya sesuai dengan standar yang telah ICAO tetapkan secara ketat. 
Dengan ini terbukti bahwa teknologi dan skill Singapura dalam 
menjamin keselamatan penerbangan di antara negara-negara ASEAN 
lainnya. 
Keanggotaan Singapura pada Council ICAO menyebabkan 
Singapura dapat mempertahankan kepentingan nasionalnya pada FIR 
tersebut. Kepentingan Singapura tidak lain adalah menyangkut 
kepentingan militer dan kepentingan ekonomi. Mengingat Singapura 
merupakan sebuah negara kecil yang terletak di ujung Semenanjung 
Malaya serta sedikit akan sumber daya alam yang dapat diolah, wilayah 
udara merupakan salah satu penyokong kepentingan nasional Singapura. 
Singapura memiliki wilayah yang sangat kecil sehingga untuk 
meningkatkan kapasitas militernya melalui latihan, Singapura 
membutuhkan wilayah yang luas. Perjanjian bilateral antara pemerintah 
Indonesia dan pemerintah Singapura menyangkut Military Training Area 
(MTA) yang telah berakhir kemudian dilanjutkan pada tahun 2007 
melalui perjanjian Defence Cooperation Aggreement (DCA). Perjanjian 
ini memberi hak istimewa kepada Singapura di teritori Indonesia. 
Singapura dibolehkan untuk menggunakan wilayah tertentu di sekitar 
laut Kepulauan Riau untuk melakukan latihan militer, menggelar latihan 
udara, dan melepaskan tembakan rudal. Selain itu, Singapura 
diperbolehkan juga untuk melibatkan negara ketiga dalam latihan militer 
tersebut. 
Indonesia memiliki kesempatan untuk mengintip kapasitas dan 
kapabilitas militer Singapura, namun keuntungan tersebut tidak 
sebanding dengan resiko dan kerugian akibat kontrol wilayah udara yang 
dilakukan oleh Singapura. Singapura sewaktu-waktu dapat mengenakan 
status daerah larangan terbang bagi pesawat militer Indonesia jika 
dianggap membahayakan penerbangan sipil.  
Selain kepentingan militer, Singapura juga memiliki kepentingan 
ekonomi di kawasan udara tersebut. Dengan wilayah yang sempit, 
Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk 
dikelola dan dijadikan pemasukan. Sementara pemasukan utama 
Singapura berasal dari pajak. Jika wilayah udara di atas Kepulauan Riau 
tersebut dikembalikan kepada otoritas Indonesia, Singapura akan 
kehilangan pemasukan dari RAN Charges yang berarti juga kehilangan 
pendapatan negara. 
RAN Charges merupakan pajak yang dikenakan kepada setiap 
pesawat yang melewati rute penerbangan dalam suatu FIR. Biaya 
tersebut dimaksudkan sebagai biaya jasa pelayanan navigasi. Sejak tahun 
1946 hingga tahun 1999, RAN Charges untuk wilayah udara Kepulauan 
Riau masuk ke kas negara Singapura. Tahun 1995 ketika perjanjian 
realignment tersebut ditandatangani, disepakati bahwa CAAS akan 
memungut biaya RAN Charges atas nama pemerintah Indonesia dan 
menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia. 
Besaran tarif RAN Charges tersebut baru disepakati pada tahun 
1999 oleh kedua pemerintah lewat MoD. Periode penerimaan pemerintah 
Indonesia dihitung mulai dari tahun 1999-2003, 2003-2008, 2009-2012, 
sementara periode 2013-2016 sedang berlangsung. Jika dihitung rata-rata 
pemerintah Indonesia menerima kurang lebih 40 milyar rupiah per tahun 
dari sektor A dan B. Sedangkan sektor C tidak termasuk dalam 
perjanjian, sehingga RAN Charges pada sektor C seluruhnya masuk ke 
kas negara Singapura. 
Namun, tidak diketahui secara pasti jumlah keseluruhan RAN 
Charges yang diperoleh Singapura, sebab tidak ada transparansi dan 
akuntabilitas dalam MoD antara kedua pemerintah. MoD tersebut tidak 
diratifikasi baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah 
Singapura sehingga tidak memili dasar hukum yang kuat. Padahal, rute 
penerbangan di atas Kepulauan Riau merupakan rute padat dengan 
jumlah penerbangan mencapai 9887 movement/hari.      
Kepentingan militer dan ekonomi tersebut yang menyebabkan 
Singapura tetap mempertahankan posisinya pada sektor A, B, dan C. 
Posisi Singapura pada Council ICAO semakin memantapkan strategi 
Singapura untuk tetap menguasai sektor pelayanan navigasi tersebut. 
Wilayah udara di atas Kepulauan Riau tersebut sangat berharga bagi 
kepentingan militer dan ekonomi Singapura. Oleh karena itu, Singapura 
dengan sekuat tenaga akan mempertahankan kontrolnya di wilayah udara 
Kepulauan Riau. 
c.  Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia  
Untuk mendukung teknologi dibutuhkan sumber daya manusia 
untuk mengoperasikannya. Dalam hal pelayanan navigasi udara, 
keselamatan penerbangan merupakan hal yang paling utama sebab 
menyangkut nyawa serta biaya yang besar. Oleh karena itu, personil yang 
menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan harus memiliki skill 
sesuai yang ditentukan oleh ICAO. 
Seorang personil Air Traffic Controller (ATC) harus mampu 
memandu pilot sesuai jalur penerbangan untuk menghindari tabrakan 
atau cuaca yang dapat mengganggu penerbangan. Untuk itu, personil 
ATC harus menguasai teknologi navigasi udara serta bahasa standar yang 
digunakan untuk berkomunikasi dengan pilot. Kesalahan sedikit saja 
dalam menentukan posisi pesawat atau dalam menyampaikan informasi 
dapat berakibat fatal bagi keselamatan penerbangan. 
Pilot-pilot yang melintas di atas wilayah FIR Singapura lebih 
merasa nyaman dibandingkan ketika mereka melintas di atas wilayah FIR 
Jakarta. Pelayanan navigasi yang diberikan oleh personil ATC Singapura 
lebih akurat dan intensif. Hal tersebut didukung oleh kemampuan bahasa 
Inggris sesuai dengan standar ICAO yang dimilki oleh personil ATC 
Singapura. Setiap personil ATC memang harus memiliki kemampuan 
bahasa asing sesuai standar ICAO sebab ada beberapa instrumen 
peralatan dalam pelayanan navigasi yang memiliki pengertian khusus. 
Personil ATC Indonesia dinilai belum bisa memberikan 
pelayanan navigasi yang akurat seperti Singapura. Kendala utama yang 
dihadapi oleh personil ATC Indonesia adalah masalah penguasaan 
bahasa Inggris sesuai dengan standar ICAO. Dalam standar ICAO, setiap 
personil ATC harus menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris 
yang bebas dari dialek tertentu untuk menghindari distorsi pada saat 
melakukan komunikasi radio dengan pilot. Penguasaan bahasa Inggris ini 
sangat penting, mengingat jalur penerbangan di atas Kepulauan Riau 
merupakan jalur penerbangan Internasional yang dilewati oleh pesawat 
udara dai berbagai negara.  
Untuk menghasilkan petugas ATC diperlukan instansi pedidikan 
khusus. Indonesia hanya memiliki empat instansi yang mndidik calon 
tenaga ATC sehingga hingga saat ini pelayanan navigasi udara masih 
mengalami kekurangan personil. Jumlah personil ATC ini tidak 
sebanding dengan tingkat pertumbuhan lalu lintas penerbangan di 
Indonesia, terutama di daerah FIR Jakarta yang berbatasan dengan FIR 
Singapura. Padatnya penerbangan menyebabkan beban yang tinggi pada 
setiap personil ATC yang kemudian mempengaruhi kinerjanya. 
Kebutuhan akan instansi pendidikan khusus yang mendidik calon 
ATC ini terkendala akibat perizinan dari ICAO. Untuk mendirikan 
sekolah ATC perlu izin khusus dari ICAO. Sementara Indonesia tidak 
memiliki instansi swasta yang bergerak di bidang ini. Lain halnya dengan 
sekolah yang menghasilkan pilot yang banyak ditangani oleh swasta. 
B. Strategi Indonesia 
Untuk mengambilalih pelayanan navigasi udara di atas Kepulauan Riau dari 
Singapura, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis. Mengingat 
selama ini usaha yang dilakukan selalu menemui jalan buntu di forum-forum 
internasional khususnya di forum ICAO. Selain itu, pemerintah Indonesia sering 
gagal untuk mengajak pihak Singapura dan Malaysia untuk merundingkan 
masalah FIR ini dikarenakan tidak jelasnya landasan hukum yang dirujuk oleh 
masing-masing negara.  
Langkah strategis yang dimaksud adalah perencanaan matang dan sistematis 
dengan memanfaatkan peluang dan tantangan yang dimiliki pemerintah Indonesia. 
Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki banyak pilihan dalam 
menentukan sendiri nasibnya, apalagi menyangkut wilayah teritorinya. Bukan 
berarti Indonesia akan menafikan pengaruh dari negara lain. Hukum internasional 
khususnya Hukum Ruang Udara Internasional mengatur interaksi antar negara 
terkait pengelolaan wilayah udara.  
Posisi Indonesia dalam kasus ini “terjepit” di antara kepentingan-kepentingan 
negara tetangganya. Singapura yang memiliki kepentingan ekonomi dan militer di 
kawasan tersebut. Sedangkan Malaysia memiliki kepentingan komunikasi dan 
wilayah di kawasan ini. Sementara ICAO berdasarkan Konvensi Chicago 1944 
dan Annex 11 menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan penerbangan 
sipil tanpa mengesampingkan aspek kedaulatan masing-masing negara.    
Berdasarkan latar belakang tersebut, strategi yang perlu dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia adalah: 
1. Menyelesaikan Proses Hukum  
Sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 dan annex 11, 
pendelegasian FIR kepada negara lain diperbolehkan jika negara yang 
bersangkutan belum mampu menyediakan fasilitas navigasi penerbangan 
yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan. 
Pendelegasian tersebut harus melalui perjanjian antar negara yang 
bersangkutan dan memenuhi aspek hukum internasional.  
Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura telah 
membuat perjanjian bilateral menyangkut pendelegasian FIR tersebut. Kedua 
pihak juga telah meratifikasi perjanjian tersebut. Namun, terdapat 
permasalahan yang mengganjal perjanjian tersebut. Pertama, sesuai artikel 7 
perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1995 tersebut memiliki masa 
berlaku lima tahun hingga tahun 2000. Kedua, pemerintah Indonesia dengan 
merujuk pada pasal 7 tersebut mengajak pemerintah Singapura untuk 
mengkaji ulang masalah pendelegasian ini, namun pemerintah Singapura 
dengan merujuk pada pasal 10 berpendapat bahwa perjanjian ini belum 
berlaku sebab belum distujui oleh ICAO. 
Ketiga, alasan ICAO belum menyetujui perjanjian tersebut karena ada 
klaim keberatan dari Malaysia. Keempat, Malaysia sebagai salah satu negara 
yang berbatasan dengan FIR tersebut berdasarkan perjanjian bilateral dengan 
Indonesia tentang hak-hak Malaysia di udara dan laut teritorial Indonesia, 
meminta pemerintah Indonesia untuk menetapkan batas-batas terluar 
wilayahnya dan mendepositkannya pada PBB. Pemerintah Indonesia telah 
mendepositkan daftar titik-titik koordinat garis lintang terluar wilayahnya ke 
PBB pada tahun 2009. Tetapi, pemerintah Malaysia masih 
mempermasalahkan status Ambalat yang masuk dalam wilayah Indonesia. 
Selain permasalahan perjanjian bilateral tersebut, pemerintah juga harus 
meninjau kembali minutes of Discussion antara Indonesia dan Singapura 
terkait RAN Charges. MoD tersebut tidak memiliki landasan hukum yang 
jelas sebab tidak diperkuat dengan ratifikasi oleh hukum domestik. MoD 
tersebut juga bermasalah sebab tidak menjamin adanya akuntabilitas dan 
transparansi besaran RAN Charges yang diterima CAAS. 
Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mengkaji ulang perjanjian 
bilateral terhadap kedua negara tersebut. Perjanjian bilateral Indonesia dan 
Malaysia mengenai hak-hak Malaysia di udara dan laut teritorial sudah tidak 
relevan lagi dengan kondisi saat ini. Sementara, perjanjian bilateral Indonesia 
dan Singapura terkait pendelegasian FIR tersebut sangat merugikan pihak 
Indonesia. 
2.  Meningkatkan Keahlian, Kuantitas Personil ATCS dan Teknologi 
Navigasi Penerbangan 
Untuk dapat mengambilalih FIR dari Singapura, pemerintah Indonesia 
harus menunjukkan kepada ICAO bukti bahwa secara manpower dan 
teknologi, Indonesia sudah mampu mengelola FIR di atas Kepualauan Riau. 
Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, setiap personil 
ATCS harus memenuhi kualifikasi dan mendapat lisensi dari mentri 
perhubungan. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil ATCS tersebut 
terutama menyangkut masalah penguasaan bahasa asing yang masih dirasa 
kurang oleh pilot-pilot yang melintas di wilayah FIR yang dikelola oleh 
Indonesia. Personil ATCS harus menguasai teknologi terkini mengenai 
navigasi penerbangan. Sebab, salah satu yang dikeluhkan para pilot adalah 
ketidaksigapan personil ATC Indonesia ketika menghadapi radar failure.  
Pemerintah Indonesia perlu bekerjasama dengan pihak Singapura 
untuk melakukan transfer pengetahuan. Personil ATC Indonesia dikirim 
untuk melakukan studi banding agar terbiasa dengan padatnya lalulintas udara 
di kawasan tersebut. Sedangkan personil ATC Singapura didatangkan untuk 
melakukan pelatihan dan supervisi terhadap personil ATC Indonesia. 
Sumber daya manusia juga harus didukung oleh teknologi. Indonesia 
sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh annex 11. Namun, untuk 
menyamai teknologi Singapura, Indonesia harus menerapkan sistem 
CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic 
Management) atau yang biasa disebut FANS II yang berbasis satelit. Saat ini 
sistem CNS Indonesia masih berbasis radar darat dengan penempatan 
masing-masing di Tanjung Pinang, Natuna, dan Pontianak dengan jangkauan 
radar ± 250 nm. 
3. Terlibat Aktif dalam ICAO 
Sejak Indonesia menjadi anggota ICAO posisi Indonesia dalam Council 
belum diperhitungkan. Terbukti dengan beberapa kali proposal dan working 
paper realignment yang diajukan oleh Indonesia ditolak di forum RAN 
Meeting. Penolakan ini terjadi bukan karena Indonesia dianggap kurang 
mampu dalam mengelola FIR, tetapi juga keaktifan Indonesia dalam Council 
yang masih minim.  
Indonesia sejak tahun 1962 hingga tahun 2001 merupakan anggota 
Council tingkat III ICAO. Posisi ini belum merupakan posisi yang strategis, 
terbukti dengan ditolaknya beberapa kali working paper mengenai re-
alignment FIR Natuna ini. Sementara pada kongres internasional ICAO yang 
ke 38 tahun 2013 di Montreal, Canada, Indonesia gagal menduduki kursi 
anggota Council tingkat II untuk periode 2013-2016. Padahal Kementrian 
Perhubungan sudah mengajukan 11 working paper dan empat information 
paper mengenai kemajuan penerbangan di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia 
juga sudah gagal dalam pencalonan anggota Council II ICAO sebanyak tiga 
periode berturut-turut. 
Posisi dan keaktifan Indonesia dalam Council ICAO sangat diperlukan 
dalam masalah ini. Sebab, menjadi anggota Council merupakan strategi untuk 
memperjuangkan kepentingan di tingkat internasional. Peran di Council dapat 
mempengaruhi kebijakan ICAO. Namun, untuk dapat menjadi anggota 
Council diperlukan keseriusan untuk membenahi masalah kemanan dan 
keselamatan penerbangan secara keseluruhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan dari data dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1.  a. Peluang Indonesia 
Dalam rangka pengambilalihan peyanan navigasi penerbangan di atas 
Kepulauan Riau dari pengelolaan Singapura, Indonesia memiliki tiga peluang 
besar. Peluang pertama yaitu dari aspek kedaulatan. Sebagai negara berdaulat 
sebagaimana dijamin dalam Konvensi Chicago 1944 dan dikuatkan dengan 
UU RI No. 1 Tahun 2009, Indonesia berdaulat penuh dan ekslusif terhadap 
wilayah udaranya. Sehingga hadirnya Singapura sebagai otoritas yang 
mengatur penerbangan di kawasan udara Kepulauan Riau merupakan 
gangguan bagi utuhnya serta ekslusifnya Indonesia di wilayahnya sendiri.  
Peluang kedua bagi Indonesia adalah dari aspek hukum internasional. 
Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura yang melandasi 
pendelegasian FIR tersebut tidak memiliki status yang jelas. Sebab perjanjian 
tersebut tidak diakui oleh ICAO meskipun telah diratifikasi oleh pemerintah 
Indonesia dan Singapura. ICAO menolak menyetujui perjanjian tersbut 
karena adanya klaim keberatan dari pemerintah Malaysia mengenai batas 
negara Indonesia. Sehingga pendelegasian FIR ini tidak memiliki landasan 
hukum yang jelas. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh dan 
ekslusif atas wilayah udaranya sendiri, Indonesia dapat mengambilalih 
pelayanan navigasi penerbangan ini dari pemerintah Singapura. 
Peluang ketiga adalah  dari aspek teknologi. Sesuai dengan standar 
yang ditetapkan oleh Annex 11 Konvensi Chicago 1944, Indonesia telah 
memenuhi standar pelayanan navigasi penerbangan yang meliputi Flight 
Information Service, Alerting System, dan Search and Rescue. Sebenarnya 
untuk mengelola wilayah udara sendiri Indonesia sudah mampu, namun untuk 
menyamai Singapura, Indonesia masih perlu untuk meningkatkan kapasitas 
teknologi terutama teknologi radar berbasis satelit. 
b. Tantangan bagi Indonesia 
Tantangan bagi Indonesia dalam pengambilalihan pelayanan navigasi 
penerbangan di atas Kepulauan Riau pertama berasal dari Malaysia. Malaysia 
mengklaim keberatan atas perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura 
mengenai pendelegasian FIR di atas kepulauan Riau sehingga ICAO belum 
menyetujui perjanjian tersebut. Malaysia menuntut pemerintah Indonesia 
menetapkan batas-batas pulau terluarnya dan mendepositkannya ke PBB. 
Pemerintah Indonesia sudah melakukannya pada tahun 2009, namun waktu 
pendepositan tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar.  
Tantangan kedua berasal dari Singapura. Singapura merupakan anggota 
Council II ICAO. Posisi Singapura di Council dapat memuluskan 
kepentingan nasionalnya di kawasan Kepulauan Riau. Singapura memiliki 
kepentingan militer dan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut, sehingga 
kontrol terhadap wilayah udara merupakan hak yang sangat menguntungkan 
bagi Singapura.   
Kendala ketiga yang dihadapi Indonesia adalah masalah kapasitas dan 
kapabilitas sumber daya manusia ATC Indonesia. FIR di atas Kepulauan Riau 
merupakan FIR yang dilintasi pesawat-pesawat udara internasional. Selain itu 
kawasan tersebut juga merupakan jalur padat penerbangan. Kondisi ini 
membutuhkan petugas yang tanggap dan ahli terhadap teknologi, terutama 
ketika menghadapi kegagalan sistem yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 
Personil ATC Indonesia belum mampu menguasai teknologi navigasi terkini 
serta masih memiliki kekurangan dalam penguasaan bahasa Inggris sesuai 
dengan standar ICAO. Hal ini menyebabkan pilot yang melintas di wilayah 
FIR Indonesia lebih merasa cemas dibandingkan ketika mereka melintas di 
bawah panduan ATC Singapura.   
2. Strategi Indonesia 
Untuk mengambilalih pelayanan navigasi udara di atas Kepualauan 
Riau dari Singapura, pemerintah Indonesia perlu menerapkan langkah-
langkah strategis. Selama ini permasalahan FIR antara Singapura dan 
Indonesia terkonsentrasi pada masalah legalitasnya. Oleh karena itu, langkah 
strategis pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah 
memastikan legalitas status FIR ini melalui mekanisme hukum internasional. 
Langkah kedua adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personel ATC. 
Kesiapan pemerintah Indonesia untuk mengelola FIR tersebut akan terlihat 
juga pada kualitas dan kuantitas personil ATC nya. Kemudian, langkah ketiga 
adalah melibatkan diri dengan aktif dalam council ICAO. Posisi strategis 
dalam Indonesia dalam ICAO akan memberikan dampak bagi setiap 
keputusan yang diambil oleh ICAO terkait kebijakan aviasi di kawasan Asia 
Tenggara, khususnya menyangkut masalah FIR ini. 
B. SARAN 
Dari kesimpulan yang diperoleh, penulis menyarankan kepada pemerintah 
Indonesia: 
1. Mengajak Pemerintah Singapura untuk mengkaji ulang perjanjian 
Aggreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the 
Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the 
Boundary between the Singapore Flight Information Region and the 
Jakarta Flight Information Region dan Minutes of Discussion (MoD). 
Perjanjian tersebut perlu dikaji ulang oleh kedua negara sebab perjanjian 
tersebut telah melewati batas waktu dan banyak merugikan Indonesia.  
2. Mengkaji ulang perjanjian bilateral dengan Malaysia terkait Rejim Hukum 
Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan 
Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial.  
3.  Menyelesaikan permasalahan perbatasan di Ambalat. Permasalahan ini 
yang membuat pemerintah Malaysia mengajukan keberatannya kepada 
ICAO terkait perjanjian bilateral Indonesia dan Singapura mengenai 
pendelegasian FIR. 
4.  Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personil ATC dengan melakukan 
pelatihan-pelatihan dan studi banding ke negara-negara yang memiliki 
pelayanan navigasi yang baik. 
5. Meningkatkan jumlah personil ATC yang berlisensi dengan mendirikan 
instansi/sekolah ATC. 
6. Meningkatkan kapasitas radar dari radar yang berbasis darat yang 
jangkauannya menengah ke radar berbasis satelit yang jangkauannya 
besar. 
7. Aktif dalam keanggotaan di organisasi penerbangan sipil internasional atau 
ICAO. 
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Draf Interview 
Nama   : Rizkya Rachmat Hersanto 
Pekerjaan/jabatan : ATS Operation/ATC 
Instansi/lembaga : KPNP/AirNav Indonesia 
Waktu   : 20 Februari 2016 
Pertanyaan 
Question : Bagaimana tahap menjadi seorang personil ATC?  
Answer : Menjalankan pendidikan formal di ATKP (Akademi Teknik dan 
Keselamatan Penerbangan) yang berada di Medan, Surabaya, dan Makassar. 
Selain itu ada juga di STPI (Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia) yang berada 
di Curug. Sekolah tersebut berada di lingkup Kementrian Perhubungan Udara. 
Adapun masa pendidikan yang ditempuh adalah kurang lebih satu tahun untuk D1 
Basic ATS, dua tahun untuk D2 Junior ATC, tiga tahun untuk D3 Senior ATC dan 
empat tahun untuk D4 Ahli Lalu Lintas Udara. Untuk melaksanakan jenjang 
pendidikan ATC tersebut tergantung dengan program yang dibuka oleh ATKP 
dan STPI. 
Q :  Apa saja kualifikasi untuk menjadi personil ATC? 
A : Pertama harus merupakan lulusan ATKP atau STPI atau yang memiliki 
ijazah/sertifikat telah mengikuti pendidikan dan latihan di ATKP dan STPI. 
Kedua, telah mengikuti ujian license dan dinyatakan lulus. Ketiga, memiliki 
sertifikat kompetensi ELP (English Language Proficiency) minimal level 4 sesuao 
dengan standar yang ditetapkan oleh ICAO. Keempat, dinyatakan lulus Medex 
sesuai dengan standar yang dijelaskan CASR part 67. 
Q : Apa tugas personil ATC? 
A : ATC bertugas memberikan layanan pengaturan lalu lintas penerbangan 
baik pada saat taxi dan akan melakukan take off, saat terbang di udara serta pada 
saat landing. Pengaturan lalu lintas penerbangan dilakukan untuk menjamin 
keselamatan, keteraturan penerbangan serta mempercepat lalu lintas penerbangan. 
Q :  Keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang personil ATC?  
A : Seorang ATC harus memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris dan 
memiliki planning ahead untuk mengatur serta menghitung dalam memberikan 
layanan lalu lintas penerbangan. 
Q :  Apakah keterampilan berbahasa asing diperlukan? Bahasa asing apa 
saja? 
A : Ya, sangat diperlukan. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa 
Inggris. 
Q : Bagaiamana standarisasi penguasaan bahasa asing personil ATC? 
A : Adapun standarisasi yang telah dibuat oleh ICAO termuat dalam 
dokumen annex 1 personnel licnese. Untuk ATC memiliki standar level 4 dalam 
skala ICAO Language Proficiency. 
Q : Dalam berkomunikasi dengan pilot, apakah menggunakan bahasa asing 
atau bahasa Indonesia? 
A : Dalam berkomunikasi, pilot dan ATC menggunakan bahasa Inggris 
berupa phraseology yang telah ditentukan dan distndarisasi oleh ICAO. Untuk 
bahasa Indonesia dimungkinkan apabila sifatnya urgen dan dapat membahayakan 
keselamatan. 
Q :  Faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi antara ATC dengan 
pilot? 
A : Faktor yang berpengaruh adalah sarana dan prasarana yang laik 
digunakan dalam berkomunikasi. Kemudian dialek dari setiap daerah atau negara 
juga sangat berpengaruh.  
Q :  Apakah dialek daerah (logat) mempengaruhi komunikasi antara ATC 
dengan pilot? 
A : Ya, berpengaruh. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya setiap kalimat yang 
diucapkan sehingga terkadang ATC tidak mengerti dengan apa yang diucapkan 
pilot. 
Q :  Berdasarkan pengalaman anda, apakah ada pilot yang komplain 
(mengeluh) terkait kinerja personil ATC? Jika ya, keluhannya terkait apa saja? 
A : Alhamdulillah, sejauh ini belum ada. Karena semua ATC bekerja 
memberikan layanan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku guna untuk 
menjamin keselamatan penerbangan. 
Q :  Menurut anda, bagaimana teknologi navigasi penerbangan di Indonesia 
dewasa ini? 
A : Menurut saya, peralatan navigasi penerbangan di indonesia mengalami 
banyak kemajuan. Hal ini berdasarkan oleh banyaknya peralatan navigasi berupa 
radar, ILS dan alat bantu navigasi lainnya yang akan dipasang dan diperbarui 
untuk peralatan yang sudah tua serta pembaruan sistem. 
Q : Menurut anda, bagaimana kondisi sumber daya manusia ATC di 
Indonesia saat ini? 
A : Menurut saya, SDM dalam hal ini adalah ATC masih kurang untuk 
melayani seluruh ruang udara di NKRI ini. Namun dengan berjalannya waktu, 
banyaknya lulusan ATC dari ATKP dan STPI mengurangi angka kebutuhan SDM 
ATC. Jadi dalam rentang waktu yang tidak lama semua kebutuhan SDN ATC 
akan terpenuhi. 
Q :  Menurut anda, apakah Indonesia sudah pantas untuk mengelola FIR di 
atas kepulauan Riau ditinjau dari teknologi dan SDA nya?  
A : Menurut saya, untuk mengambil alih pengelolaan FIR di atas kepulauan 
Riau dibuthkan waktu satu sampai dua tahun. Hal ini disebabkan Indonesia harus 
membenahi peralatan CNS (Communication, Navigation, Surveillance). Misalnya 
penggantian radar yang anggarannya tidak sedikit. Modernisasi sistem automasi, 
penambahan SDM dan melakukan training dengan peralatan. 
Q :  Kendala apa saja yang dihadapi personil ATC dalam tugasnya? 
A : Dalam melaksanakan tugasnya, ATC memiliki kendala yang dapat 
mempengaruhi kinerja dari ATC itu sendiri seperti software, dalam hal ini adalah 
sistem penerbangan SOP, MOS, dan aturan yang berlaku. Hardware, adalah 
peralatan yang digunakan dalam pemberian layanan seperti rasio, peralatan 
automasi, komputer, dan sebagainya. Environment, adalah lingkungan dan 
suasana kerja serta kondisi ruangan yang nyaman atau tidak. Liveware, yaitu 
faktor manusia dalam hal ini hubungan kerja dan emosi seseorang, kemampuan 
serta kapasitas yang dimiliki. 
 
 
 
 
 
 
AGREEMENT 
BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
AND 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE 
ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY 
BETWEEN 
THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION 
AND 
THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION 
 
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the 
Republic of Singapore (hereinafter referred to collectively as "the Parties");  
GRATIFIED with their existing close ties of friendship and cooperation, 
as reflected in, inter alia, the Riau Economic Cooperation Agreement and the 
Tourism Cooperation Agreement; and  
DESIRING to further strengthen and promote these ties;  
COGNISANT of the strong growth in air traffic in the region; and  
DESIRING to strengthen safe and efficient air traffic  management in 
Singapore  Changi Airport, and  facilitate  the  continued  complementary 
development of airports in Batam and Bintan;  
CONSIDERING that  the  Parties have ratified  the  United Nations 
Convention on the Law of the Sea, 1982 (hereinafter referred to as "UN CLOS");  
RECOGNISING that the Government of the Republic of Indonesia is to 
revise its archipelagic boundary in accordance with UNCLOS; and NOTING the 
decision of the International Civil Aviation Organisation's (ICAO)  3rd 
Asia/Pacific Regional Air Navigation Meeting in  1993  that Indonesia and 
Singapore consult each other on the realignment of the boundary between the 
Singapore FIR and the Jakarta FIR;  ·  
 
HA VE AGREED as follows: 
 
ARTICLE 1 
REALIGNMENT OF FLIGHT INFORMATION REGIONS 
Subject to the approval of the ICAO, the boundary between the Singapore FIR 
and the Jakarta FIR shall be realigned as shown in Maps 1 and lA attached to this 
Agreement. 
 
 
 
ARTICLE 2 
AIRSPACE DELEGATION 
1.  Concurrent with the  realignment  of the  boundary between  the Singapore FIR 
and the Jakarta FIR and subject to the existing procedures established in the 
Tanjung Pinang Control Area (zone), the Government of the Republic of 
Indonesia will delegate to Singapore an airspace of 90nm from SINJON 
(01°13'24"N 103°51 '24" E) and up to 37,000 ft  within the realigned Jakarta FIR 
and south of Singapore, designated as Sector A, (as detailed in Map 2), for the 
provision of air traffic services.  
2.  In  the  event that  the  Government of the  Republic of Indonesia implements 
the revision of its archipelagic boundaries in conformity with the provisions of 
UNCLOS, and as a result any part of its revised archipelagic and territorial water 
boundaries falls within Sector B (as detailed in  Map 2), the Government of the 
Republic of Singapore will align its FIR boundary to take into account that  part 
of Indonesia's  revised  archipelagic and territorial  water boundaries drawn in 
conformity with UNCLOS and falling within Sector B. The Republic of Indonesia 
will then delegate the area affected by the realignment, from sea level to unlimited 
height, to the Republic of Singapore. The northern boundary of Sector B (05°00'N 
108°15'E, 05°00'N 108°00'E, 03°30'N 105°30'E, 01°29'2l"N 104°34'41" E) 
accords with the FIR boundary realignment proposal submitted by the 
Government of the Republic of Indonesia in its Working Paper 55 presented to the 
Third Asia-Pacific Regional Air Navigation Meeting in April 1993. 
 
ARTICLE 3 
AIR TRAFFIC CONTROL COORDINATION PROCEDURES 
Arising out of the FIR realignment, the Air Traffic Authorities of the Parties shall 
enter into a separate agreement detailing the revised Air Traffic 
Controlcoordination procedures between Indonesia and Singapore Air Traffic 
Control units for the purpose of ensuring safe, orderly and expeditious flow of air 
traffic. Revisions to the revised procedures shall be subject to the concurrence of 
both Parties.  
 
ARTICLE 4 
PROVISION OF AIR TRAFFIC SERVICES FOR THE BATAM, 
BINTAN AND CHANGI AIRPORTS 
In the provision of air traffic services within the airspace south of Singapore for 
flights arriving at and departing from Batam, Tanjung Pinang and Changi 
Airports, the processing of the three airports' flights shall be done on a firstcome, 
first-serve basis.  
 
ARTICLE 5 
NOTIFICATION 
When the Government of the Republic of Indonesia intends to carry out activities 
such as relief operations and military exercises which would affect users within 
the airspace delegated to Singapore, the Directorate General of Air 
Communications, Indonesia,  shall  inform  the  Civil Aviation Authority of 
Singapore of such activities in accordance with ICAO rules. The Civil Aviation 
Authority of Singapore shall notify the international civil aviation community of 
the activities in accordance with !CAO rules.  
 
ARTICLE 6 
AIR NAVIGATION CHARGES 
The Government of the Republic of Singapore shall collect on behalf of and for 
the Government of the Republic of Indonesia, air navigation charges on civil 
flights in the airspace delegated to Singapore by Indonesia. The rates of the air 
navigation charges in  the delegated airspace will be jointly agreed between 
Singapore and Indonesia and should be competitive with such charges levied 
internationally. 
 
ARTICLE 7 
REVIEW 
This Agreement will be reviewed at the end of five years and shall be extended by 
mutual consent if both parties find it beneficial to do so.  
 
ARTICLE  8 
APPLICABILITY OF CONVENTION AND ICAO DOCUMENTS 
The Convention on International Civil Aviation, 1944 and other pertinent 
documents issued by ICAO shall apply to this Agreement.  
 
ARTICLE 9 
SETTLEMENT OF DISPUTES 
Without prejudice to Article 8 of this Agreement, all differences arising from the 
interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through 
consultations between the two Parties.  
 
ARTICLE 10 
ENTRY INTO FORCE 
Each Party shall notify the other of the fulfilment of its internal legal procedures 
concerning ratification. This Agreement shall enter into force on the date of 
completion of the later of the following events:  
(a) the notifications by the two Parties; and  
(b) the approval of the realignment of the Singapore FIR and Jakarta FIR by the 
ICAO. 
 
IN  WITNESS WHEREOF the  undersigned, duly authorised by their 
respective Governments, have signed this Agreement.  
DONE at  Singapore on this  21st day of September 1995. 
 
FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF INDONESIA 
 
 
 
Signed 
 
 
DR HARYANTO DHANUTIRTO 
MINISTER OF COMMUNICATIONS 
REPUBLIC OF INDONESIA 
 
FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF SINGAPORE 
 
 
 
Signed 
 
 
MR MAH BOW TAN 
MINISTER FOR COMMUNICATION 
REPUBLIC OF SINGAPORE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
